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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DRAINAGE MANAGEMENT PQOLICY

rAwE LR BwAA S LV A M WA RN AA AP a1

IN REGENCY OF BULUNGAN

Ika Ariani
Ika dpu@gmail.com
Program Pasca Safjana
Universitas Terbuka

Bulungan District as the capital of Tanjung Selor Capital and the center of the Capital of North
Kalimantan Province faces problems in urban drainage management. Drainage that should
Sunction to reduce the excess water from a region can not be functioned optimally. This is due to
the non-functioning of the drainage network as it causes puddles in urban areas. This study aims
to: 1) Describe and analyze Drainage Management Policy in Bulungan District; 2} To describe
and analyze the Implementation of Drainage Management Policy in Budungan District; 3). To
describe and analyze what factors are inhibiting in the Implementation of Drainage Management
Policy. in Bulungan District. The method used is qualitative method, with research design is
descriptive qualitative analysis. The results of research on the implemeniation of drainage
management policy in Bulungan District is still far from optimal. It can be seen from the facts in
the field related to the obstacles factor in the implementation of drainage management policy in
Bulungan District (1). Communication has never been done by local government either
communications to the public that is with socialization and communication fo the relevant
technical institutions (2). Resources in this case staff / employees who are not sufficient or
incompetent in their field, lack of supporting facilities in the management of drainage and
minimal portion of the budget; (3). The bureaucracy structure that supports the implementation
of the drainage management policy in Bulungan District is less effective, it needs 10 be improved
in the form of institutional strengthening and the preparation of SOP; (4) Disposition is the
executing attitude in the implementation of drainage management policy is good enough this can
be seen from the willingness of executor in carrying out drainage management but not supported
incentive; (5) Public role in drainage management is still low so that innovation is needed in the
Sorm of reward as an effort to encourage community's participation.
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DRAINASE
DI KABUPATEN BULUNGAN
Ika Anani
Ika.dpu@gmail.com
Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Kabupaten Bulungan sebagai pusat Ibukota Tanjung Selor dan pusat Ibukota Provinst
Kalimantan Utara menghadapi permasalahan pada pengelolaan drainase di perkotaan. Drainase
yang scharusnya berfungsi untuk mengurangi kelebihan air dar suatu kawasan tidak dapat
difungsikan secara optimal. Hal ini disebabkan karena tidak berfungsinya jaringan drainase
scbagaimana menyebabkan terjadinya genangan di area perkotaan. Penelitian ini bertujuan: 1)
Mendiskripsikan dan menganalisis Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan; 2)
Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di
Kabupaten Bulungan; 3).Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang
menghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan.
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian adalah analisis
kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian implementasi kebijakan pengelolaan drainase di

~ . Kabupaten Bulungan masih jauh dari optimal hal ini bisa terlihat dari fakta di lapangan terkait

faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan
yaitu (1). Komunikasi belum pemah dilakukan oleh pemerintah daerah baik komunikasi kepada
masyarakat yaitu dengan sosialisasi dan komunikasi kepada instansi teknis terkait (2). Sumber
daya dalam hal ini staf/fpegawai yang tidak cukup memadai ataupun tidak kompeten dalam
bidangnya, tidak adanya fasilitas pendukung dalam pengelolaan drainase dan porsi anggaran
yang mimim; (3).Struktur birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan pengeloiaan
drainase di Kabupaten Bulungan berjalan kurang efektif, perlu dilakukan pembenahan dalam
bentuk penguatan kelembagaan dan penyusunan SOP; (4) Disposist adalah sikap pelaksana
dalam implementasi kebijakan pengeloaan drainase cukup baik hal ini bisa terlihat dari kemauan
pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan drainase tetapi idak ditunjang adanya insentif ; (5)
Peran public dalam pengelolaan drainase yang masih rendah sehingga diperiukannya inovasi
berupa pemberian reward sebagai upaya mendorong pastisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Drainase
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Objek Penelitian
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bulungan merupakan kabupaten yang terletak tepat pada
ibukota Provinsi Kalimantan Utara, mempunyai luas 18.010,50 km?” Secara
geografis terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan
2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara.

Letak wilayah administrasi berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan,
Sebelah Timur : Kota Tarakan dan Laut Sulawesi,
Sebelah Selatan : Kabupaten Berau, dan

Sebelah Barat : Kabupaten Malinau.

Luas wilayzh Kabupaten Bulungan adalah 13.181,92 km®. Seperti pada
tabel dibawah bahwa kecamatan Peso merupakan kecamatan yang memiliki luas
wilayah paling besar yaitu 3.142,79 km? dengan besar presentase 23,84% dan
kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Bunyu
yaitu 198,32 km? dan persentase sebesar 1,5% dari luas keseluruhan Kabupaten

Bulungan.
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Tabel 4.1: Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan (km?)

No Kecamatan Luas (km?) Persentase
1. Peso 3142,79 23,84
2. Peso Hilir 1639,71 12,44
3. Tanjung Palas 1 755,74 13,32
4, Tanjung Palas Barat 1 064,51 8,08
R Tanjung Palas Utara 806,34 6,12
6. Tanjung Palas Timur 127781 9.69
7. Tanjung Seior 677,77 5,14
8. | Tanjung Palas Tengah 624,95 4,74
9. Sekatak 799398 05,13
10. Bunyu 198,32 1,5

TOTAL 13.181,92 km* 100%

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, Tahun 2017

Kabupaten Bulungan terbagi menjadi sepuluh (10) wilayah
kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan Tanjung Selor terdapat 2 Kelurahan dan 5 Desa;
Kecamatan Tanjung Palas terdapat 4 Kelurahan dan 3 Desa;
Kecamatan Tanjung Palas Utara terdapat 6 Desa;
Kecamatan Tanjung Palas Tengah terdapat 3 Desa;
Kecamatan Tanjung Palas Timur terdapat 5 Desa;
Kecamatan Tanjung Palas Barat terdapat 4 Desa;
Kecamatan Peso terdapat 10 Desa;

Kecamatan Peso Hilir terdapat 4 Desa;

Kecamatan Sekatak terdapat 21 Desa,

0. Kecamatan Bunyu terdapat 3 Desa.

Se PN AW~

Secara kualitatif Kecamatan Sckatak mempunyai jumlah desa
terbanyak di Kabupaten Bulungan, Akan tetapi sentra perkotaan dan mobilisasi

kegiatan berada di Kecamatan Tajung Selor.
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2. Gambaran Umum Kondisi Drainase di Kabupaten Bulungan

Saluran Drainase di Kabupaten Bulungan merupakan suatu fasillitas
pendukung perkotaan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bulungan baik
it mulai dari perencanaan, pembangunan sampai pada pemeliharaan saluran.
Saluran drainase pada dasarnya berfungsi sebagai suatu sistem untuk
menyalurkan air hujan dan mengalickan kelebihan air pada suatu kawasan
perkotaan sehingga tidak terjadi genangan maupun banjir.

Berdasarkan data dan hasil pengamatan maka diperoleh informasi
bahwa kejadian banjir maupun genangan yang terjadi dikawasan kota Tanjung
Selor bukan saja disebabkan oleh saluran drainase yang kurang baik akan tetapi
terdapat faktor yang_diseba_bka;n oleh beberapé' hal sesuai dengan karakteristik
wilayah dan kondisi hidrologi kota Tanjung Selor. Adapun faktor- faktor tersebut
antara lain sebagai berikut;

a. Sistem Pembuangan (Drainase) Tidak Berjalan Optimal

Secara tcknis keberadaan sungai/saluran sebagai anak sungai dari
sungai Kayan sangat membantu sistem drainase perkotaan secara makro,
karena selain dapat mempercepat proses pembuangan aliran dalam saluran
(outfall drain) juga dapat difungsikan sebagai sarana saluran drainase primer
untuk sungai-sungai kecilnya. Namun disisi lain keberadaan sungai tersebut jika
tidak diperhatikan karakteristiknya seperti kondisi aliran, normalisasi sungainya
dan kapasitasnya dapat mengakibatkan banjir di dsersh perkotaan, Ini
dikarenakan apabila terjadinya kenaikan tinggi muka pada sungai utama
(sungai Kayan) akan menjadi pintu inlet bagi aliran air untuk menggenangi

dacrah yang lebih rendah pada kawasan permukiman. Dari berbagal
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permasalahan sistem drainase/ pengendali banjir yang terdapat di kota Tanjung
Selor bahwa permasalahan yang terdapat pada saluran drainase yang ada
banyak mengalami pendangkalan akibat tingginya sedimentasi yang terjadi,
Disamping itu banyak perkuatan- perkuatan saluran (tanggul atau dasar saluran)
yang mengalami kerusakan akibat gerusan air dan masalah stabilitas struktur
tanahnya. Kondisi-kondisi seperti ini merupakan salah satu indikator penyebab
tegjadinya banjir.

Ada beberapa hal yang sangat dominan dan berkaitan langsung dengan
memburuknya sistem drainase yang ada di wilayah Tanjung Selor :

1) Kondisi sistem drainase yang ada pads wumumnya tidak
memenuhi syarat untuk kondisi sckarang dan masa akan datang.

2) Sedimentasi yang tinggi pada sefiap sungai atau saluran
drainase ada.

3) Memburuknya kondisi lingkungan kota terutama di daerah
sempadan sungai, penggundulan kawasan lindung sehingga sering
terjadi erosi.

4) Pembuangan limbzh domestic (sampah) dan kesadaran masyarakat
akan kesehatan lingkungan yang belum baik. Hal ini memberikan
efek sampingan yang dapat memperburuk sistem drainase kota.

5) Peningkatan jumlah penduduk vyang cukup pesat yang
mengakibatkan pusat kota.

Kondisi tersebut mengakibatkan perubzhan tata guna lahan secara besar-
besaran yang memicu terjadinya banjir akibat hilangnya daerah resapan air alami.

b. Sedimentasi

Pengaruh sedimentasi terhadap terjadinya banjir dikota Tanjung selor saat

ini adalah berkurangnya kapasitas saluran drainase yang ada sehingga pada
saat aliran limpasan permukaan mencapai kondisi puncak(pegk), Saluran
tersebut tidak mampu menampung beban aliran yang ada sehingga aliran
akan meluap. Selain sedimentasi yang mempengaruhi terjadinya genangan

Jjuga tidak terkelolanya saluran yang ada karena kurangnya perawatan dan
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kurangnya kesadaran kebersihan dari penduduk sekitar.

Sedimentasi teradi di sungai Kayan pun juga diidentifikasi
sebagai salah satu penyebab berkurangnya kapasitas tempung badan sungai
karena penampang dari sungai yang berubah dan debit air yang mengalir di
sungai semakin besar akan mengurangi daya tampung dari sungai Kayan ity
sendiri. Pola gerusan dan sedimentasi dari sungai Kayan memperlihatkan
belum terjadinya keseimbangan (equilbrium) pada regim sungai Kayan.

¢. Pemanfaatan Tata Guna Lahan

Meskipun dinilai masih kecil tapi perubahan tata guna lahan terutama di
daecrah tangkapan air sungai telah memberikan konstribusi yang signifikan
terhadap banjir. Pengaruh akibat perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai
adalah tidak tersedianya daerah resapan air hujan. Dengan semakin luaspya
daerah pengembangan atau pembangunan di wilayah perkotaan maka semakin
besar pula lahan yang tertutup bangunan sehingga koefisien pengalir untuk
aliran permukaan semakin besar yang akan memperbesar debit limpasan
permukaan yang terjadi.

d. Penambahan Volume Air Limbah Domestik

Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan maka akan
semakin meningkat pula volume pembuangan limbah domestik. Mengingat di
kota Tanjung selor pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya pembuangan
limbah domestik masih bercampur dengan saluran drainase perkotaan (belum
ada saluran limbah sendiri), schingga beban yang harus ditanggung oleh saluren
drainase yang ada semakin besar di tambah dengan hambatan-hambatan

aliran dalam sahman akibat banyaknya sampah,yang mengakibatkan air meluap
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dan menggenangi daerah setempat.

Dengan asumsi bahwa 80% dari kebutuhan air baku per hart per
orang bagi penduduk akan menjadi limbah, jika kebutuhan tersebut adalah 150
airforang/bari, maka dapat diperkirakan bahwa besar debit fimbah domestik
perlu diperhitungkan secara teliti dan akurat dalam merencanakan sedimentasi
saluran yang ada.

Berdasarkan hasil penjabaran penyebab banjir yang terjadi dikota
Tanjung selor di atas sebenarnya dapat dikatakan bahwa ada dua faktor yang
sangat mempengaruhi banjir yang terjadi, yaitu :

1) Faktor sungai Kayan, dimana seperti dijelaskan diatas ini mempengaruhi
sampai dengan 80% kejadian banjir yang terjadi.

2) Faktor dari dalam seperti pola drainase, perubahan tata guna lahan di
kota Tanjung selor, pertambahan jumlah penduduk serta pola kegiatan
dan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini
mempengaruhi sampai dengan 20% kejadian banjir yang terjadi.
Berdasarkan hasil pengukuran dan identifikasi dilapangan, terdapat

suatu kawasan yang merupakan daerah bantaran banjir ( floodplain} karena
merupakan daerah dataran rendah yang terletak di bantaran sungai Kayan.

Sistem drainase pada wilayah ini masih belum mengacu pada pola
aliran secara makro dari masing-masing daerah tangkapan airnya (DAS).
Saluran yang ada saat ini rata-rata di bangun berdasarkan kepada ruas jalan yang
ada dengan pembuangan akhir melalui sungai-sungai yang melewati daerah
perkotaan tanpa memperhitungkan kapasitas tampungan maksimum dari sungai

itu sendiri dan terkadang ada sebagian saluran drainase tersebut bermuara pada
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daerah yang elevasinya lebih rendah dari muka air sungai yang ada.
B. HASIL PENELITIAN
1. Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan merupakan
upaya pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dalam menciptakan suatu
lingkungan yang sehat, bersih dan bebas banjir. Drainase merupakan salah satu
fasilitas dasar yang dirancang sebagai suatu sistem guna memenuhi kebutuhan
masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota
(perencanaan infrastruktur khususnya).

Terdapat 2 perda yang mengatur tentang kebijakan pengelolaan drainase di
Kabupaten Bulungan, yaitu : | -

a. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032. Dalam
perda RTRW ini menjelaskan bahwa penataan ruang Kabupaten Bulungan
adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemenatah
Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam
rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan.

b. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 07 Tahun 2012 mengatur tentang
Garis Sempadan Bangunan, Pagar, Sungai dan Pantai. Dalam perda
tersebut mengatur tentang jarak antara bangunan dengan sungai, pantai,
danau, jalan, pagar dan fasilitas prasarana umum perkotaan beserta sangsi

bagi setiap pelanggamya.
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Berbagai kebijakan dan strategi pengelolaan drainase tersebut diharapkan
akan memberi kemudahan bagi setiap unsur pelaksana dalam melaksanakan
pengelolaan drainase yang sesvai standar dari pelayanan minimum yang sudah
ditetapkan pemerintzh pusat dalam bidang drainase. Sehingga peran semua unsur
menjadi sangat penting agar terciptanya pengelolaan drainase yang baik dan
berkelanjutan,

Dalam hal kebijakan tentang pengelolaan drainase yang telah
dikemukakan diatas maka peneliti ingin mencari menggali informasi kepada
Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Bulungan terkait apakah cukup kekuatan
perda RTRW dan Perda GSB terhadap pengelolaan drainase di Kabupaten
Bulungan, adalah sebagai berikut :

“Semua kebijakan ketika dapat dilaksanakan seswai dengan isi
kebijakan dan pesan dari kebijakan tersebut tentunya pasti akan
menghasilkan sesuatu yang di harapkan, akan tetapi perlu kita
ingat bahwa apakah kebijakan itu sendiri bisa terlaksana apabila
sasaran dari kebijakan itu sendiri tidak mengetahui muatan
dalam kebijakan atau dalam hal ini perda. Saya rasa ketika
masyarakat tahu isi dari kedua kebijakan ity dan melaksanakan
dengan sebaik-baiknya maka saya jamin permasalahan dalam
pengelolaan drainase akan sedikit terkurangi, mengapa saya bisa
mengalakan seperti itu karena ofomatis pemerintah bisa dengan
leluasa dalam melaksanakon apa yang menjadi kewenangannya
karena gangguan terhadap drainase itu sendiri akan terkurangi. ”
(wawancara tanggal, 26 Mei 2017)

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, adalah sebagai
berikut :

“Tentunya tidak, kita bisa lihat sendiri contain kedua perda
tersebut terhadap pengelolaan drainase masih minim, anda bisa

lihat kondisi sekarang ini apakah ada konsiribusi kedua perda
tersebut dalam pengelolaan drainase. Fakia dilapangan sangat
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jelas bisa kita lihat di seluruh kawasan kota semua kondisi
drainase sangat memperihatinkan. Dan kondisi seperti ini
Janganlah dibiarkan, kami butuh dukungan semua pihak untuk
dapat membantu kami.” (wawancara tanggal, 05 April 2017)

Terkait permasalahan kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten
Bulungan menuntut adanya penyelesaian permasalahan sesegera mungkin untuk
dapat meminimalisir kemungkinan dampak yang terjadi di masyarakat,
Dibutuhkan suatu kebijakan dalam bentuk produk hukum yang legal dan spesifik
untuk mengatur ketentuan dalam pengelolaan drainase. Penjelasan Kepala
Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan mengenai perlunya reguiasi tentang
pengetolaan drainase di Kabupaten Bulungan juga menguatkan pernyataan di atas.

“Bahwa pada dasarnya pemerimtah Kabupaten Bulungan sudah
mengeluarkan kebijakan — kebijakan mengenai masalah drainase
itu sendiri walaupun belum spesifik. Mungkin tidak menudup
kemungkinan kedeparmya perlu di buatmya perda yang khusus
untuk menangani drainase ini sendiri agar bisa menjadi acuan
bagi kita dalam pengelolaan drainase serta penindakan dalam
penyimpangan yang terjadi selama ini di masyarakat. Apabila
ada regulasi yang jelas maka akan memudahkan kita dalam
pelaksanaan setiap tahapan dalam pengelolaannya karena di
dalam perda itu jelas mana yang harus dilakukan dan mana
yang tidak boleh dilakukan .” (wawancara tanggal, 26 Mei
2017)

Hal yang sama.juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan: Ruang Kabupaten Bulungan Kabupaten Bulungan sebagai
berikut :

 “Sepauh:ini belum ada perda yang khusus mengatur pengelolaan

o drginase di Kabupaten Bulungan, mungkin ada beberapa perda
;- yang menyinggung tentang pengelolaan drainase dan secara tidak

. -y tlangsung mengatur ketentuan tentang perlindungan terhadap
- v.drainase akan tetapi saya rasa tidak cukup untuk menjadi acuan

.o pemerintah daerah maupun masyarakat karena selain perda itu
\ .« tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat dan juga comtain
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dalam perda tersebut belum cukup menjadi acuan dalam
pengelolaan drainase, oleh karena itu harus ada perda yang
khusus mengenai pengelolaan droinase secara spesifik agar jelas
rule dan funisment nya”. (wawancara tanggal, 05 April 2017).
Dari penjelasan di atas maka yang harus menjadi perhatian khusus bagi
pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan adalah kebijakan yang dibuat harus
spesifik sehingga sasaran yang dikehendaki dapat tercapai dan perlunya
melibatkan semua unsur dalam perumusan kebijakan.
2. Tmpiementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan
Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam implementasi
kebijakan pengelolaan drainase saat ini masih jauh dari optimal hal ini bisa
terlihat dari lambannya dalam mengatasi permasalahan drainase yang ada
sekafang ini. Berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitidn, dengan
pertanyaan tentang sejauhmana peran pemerintah selama ini dalam implementasi
kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, selaku Kepala Bappeda
dan Litbang Kabupaten Bulungan, seperti yang dikatakan informan B, sebagai
berikut:
“Selama ini kita telah mengganggarkan dan membangun tetapi hal
yang di lupakan adalah pemeliharaan. Dalam hal ini pemeliharan
tidak dilakukan secara optimal dan control terhadap aktivitas
infrastruktur pun tidak pernah dilaksanakan. Hasil dari survey
kemarin ditemukan bahwa bukan drainase yang ada tetapi baryak
drainase yang tidak ada yang seharusnya adaoleh karena itu
maka dibutuhkan redesain dalam masterplan drainase serta
revitalisasi terhadap drainase yang oda.” (wawancara tanggal,
26 Mei 2017)
Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang

dikatakan informan A, sebagai berikut:
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“Peran pemeriniah saat ini masih jauh dari optimal, dibutuhkan
komitmen pernuh oleh pemerintah daerah untuk penanganan
permasalahan drainase ini, perlu prioritas penanganan baik dari
segi anggaran, personil, regulasi dan peran semua pihak dalam
melaksanakannya Kami sudah melakukan tupoksi kami sebagai
pelaksana teknis terkait pengelolaan drainase ini,akan tetapi hal
yang perlu diingat bahwa kami membutuhkan support dari
pemerintah daerah untuk semua itu”. (wawancara tanggal, 05
April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup, yang
diwakili oleh kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup, Seperti yang dikatakan informan C, sebagai berikut :

“Sejauh yang saya lihat peran dari pemerintah belum optimal,
Banyak pelanggaran terkait penyalahgunaan drainase masih
dibiarkan tanpa ada sangsi”. (wawancara tanggal, 25 April
2017). .

Sclanjutnya wawancara ditujukﬁn kepada Camat Tanj'ung Selor, Se‘perﬁ
yang dikatakan informan D sebagai berikut :

“Menurut saya kebijakan saja tidak cukup, perlu perencanaan
yang matang dari dinas terkait untuk penanganan drainase saat
ini”, (wawancara tanggal, 08 Mei 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Tokoh Masyarakat, Seperti yang
dikatakan informan E adalah sebagai berikut :

“Menurut saya apa yang pemerintah lakukan saat ini masih jauh
dari yang kami harapkan, genangan air dari saluran drainase
terjadi dimana-mana tanpa ada penindakan, baryak sampah pada
drainase dan menimbulkan bau, saya sudah lapor kemana-mana
akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya hanya wacana — wacana
saja, perencanaan yang sudah dibuat tidak efektif, dan diatas
kertas saja tidak ada realisasinya dilapangan, sering turun
kelapangan tapi hanya melihat saja tanpa ada realisasinya”.
(wawancara tanggal, 08 Mei 2017).
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Dari keterangan informan seperti yang dipaparkan diatas maka diketahui
pada intinya semua jawaban adalah sama, yaitu bahwa peran pemerintah
Kabupaten Bulungan terhadap pengelolaan drainase befum optimal.

Selanjutnya peneliti ingin mengkaji tentang upaya-upaya apa saja yang
telah di lakukan oleh pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan
pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan sejauh ini. Sebagaimana komentar
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan menyatakan bahwa :

“Upaya pengganggaran dan pembangunan selama ini sudah kami
lakukan akan tetapi karena beberapa tahun ini kami mengalami
keterbatasan pada anggaran maka mungkin banyak kegiatan —
kegiatan yang kami stop pembiayaannnya termasuk dalam
pengelolaan drainase ini, Akan tetapi pada tahun depan akan
menjadi prioritas bagi pemerintah daerah karena drainase

me n urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi
terlepas dari kandisinya yang sekarang ini membutuhkan
perhatian dan penanganan khusus”. (wawancara tanggal, 26 Mei
2017)

Selanjulmya wawancara ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan
Penychatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang
dikatakan informan A, sebagai berikut:

“Upaya yang telah kami sampai saat ini adalah melakukan review

masterplan drainase pada tamn 2015 dan melakukan investigasi
terhadap salwran drainase di perkataan akan tetapi kendala
kami adalah keterbatasan anggaran untuk merealisasikannya
baik pembangunan maupun pemeliharaan, dalam setiap tahun
kegiatan pembangunan maupun pemeliharaan telah kami ajukan
akan tetapi karena keterbatasan anggaran maka kegiatan ini
tidak bisa fterlaksana sesuai harapan kami”. (wawancara
tanggal, 05 April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan ngkungan Hidup, Seperti yang dikatakan informan

C, sebagai benkut N
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“Upaya yang kami lakukan hanya sebatas pembersihan sampah di
sekitar saluran drainase, seperti rumput, sampah kering, daun,
kaywranting, dan memang hanya itu batas kewajiban kami. Bisa
dilihat dalam perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengelolaan
sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, Di
dalam perda tersebwt dijelaskan bahwa wewenang kami adalah
menggangkut sampah dari TPS pada setiap kawasan menuju ke
TPA, dan terkait sampah rumah tangga menuju ke TPS
merupakan tanggung jawab warga maupun pengelola kawasan.
Hal ini berarti bahwa sebenarnya terkait masalah pemeliharaan
drainase juga sebenarnya merupckan tanggmung jawab
masyarakat selaku pemilik kawasan”. (wawancara tanggai, 25
April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Camat Tanjung Selor, Seperti
yang dikatakan informan D sebagai berikart :

“Kami bersama warga pernah beberapa kali melakukan kerja
bakti membersihkan drainase secara bersama-sama, akon tetapi
itu semua inisialif dari warga setempat karena dilingkungan
mercka kondisi drainasenya sudah sangat memprihatinkan, yaitu
warga di jalan semangka. Untuk sementara ini upaya kami hanya
memberikan himbauan warga, Tapi saya rasa akan sangat sulit
jika hanya berupa himbauan saja, harus ada peran daripada
teman-teman yang berads pada SKPD terkait dalam
pelaksanaannya”. (wawancara tanggal, 08 Mei 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Tokoh Masyarakat, Seperti yang
dikatakan informan E sebagai berikurt :

“Saya pernah mengajak warga disini untuk kerja bakti
membersihkan drainase yang tersumbai, dengan mengajak ketua
RT agar dapat memberi info pada warganya untuk kerja bakti
akan tetapi itu hanya dilokukan 1 kali, karena yang ikut
berpartisipasi pun tidak banyak, pihak dari para ketua RT disini
tidak kompak dan bisa dibilang warganya juga masa bodoh
terhadap kondisi yang ada”. (wawancara tanggal, 08 Mei 2017).

Dari paparan tersebut diatas, dari wawancara dengan ke 5 informan

inenyatakan bahwa mereka telah menjalan kan peran masing — masing sesuai

dengan kewenangannya dalam pengelolaan drainase, akan tetapi banyak faktor
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penghambat dalam pelaksanaannya sehingga upaya yang dilakukan belum dapat
optimal.

Berdasarkan kewenangan dalam pengelolaan drainase maka peneliti
mencari informasi terkait siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap
kondisi drainase yang ada sekarang ini, berdasarkan hasil wawancara di lokasi
penelitian, selaku Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan menyatakan,
sebagai berikut :

“Yang bertanggung jawab adalah Dinas PUPR karena
pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum perkotaan yang
non perumahan baik jalan,air bersih maupun drainase adalah
Dinas PUPR, memang pada dasarnya stakeholder terkait harus
membantu karena ini merupakan permasalahan bersama sehingga
akan mempermudah percepatan penyelesaiannya. Akan tetapi
permasalahan drainase tidak semata — mata dari segi pengelolaan
pemerintah daerah saja akan tetapi peran masyarakat itu penting,
paling tidak masyarakat jangan ikut berkontribusi terhadap
gangguan drainase itu sendiri contohnya aktivitas penimbunan
tanah yang cukup tinggi sehingga masyarakat seenaknya menutup
saluran drainase untuk akses kegiatan itu ” (wawancara tanggal,
26 Mei 2017)

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada kepada Kepala Seksi
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program
pada Di_nas Pekerjaan Umum da;n Penataan Ruang-Kabupaten Bulungan, Seperti
yang dikatakan informan A, sebagai berikut:

“Dinas PUPR memang merupakan dinas teknis terkait yang
menangani masalah pengelolaan dan pengembangan sistem
drainase, akan tetapi apakah mungkin bisa terlaksana dengan
baik apabila tidak ada sumber daya yang memadai, seharusnya
semua komponen bersama-sama bukan hanya Dinas PUPR saja.
Contohnya seperti pada Dinas Lingkungan Hidup mereka punya
tenaga yang memadai sedangkan Dinas PUPR pemeliharaan
drainase hanya dikerjakan secara parsial dan ada jangka waktu
tertentu uniuk masa pemeliharaannya, tidak bisa kontinu seperti
yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dan bappeda
yang merupakan leading sector dari semua dinas terkait ini
seharusnya bisa mensupprot kami dalam bentuk pendanaan yang
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kontinu agar program kegiatan yang sudah kami rencanakan
bisa fterealisasi dan yang terakhir adalah masyarakat”.
(wawancara tanggal, 05 April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Seperti yang dikatakan informan
C berikut :

“Tentu saja Dinas PUPR lah yang lebih tepat melakukan
pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase, karena Dinas
PUPR merupakan dinas teknis yang mumpuni untuk melakukan
kegiatan tersebut. Bisa kita lihat dalam tupoksi dari Dinas PUPR
pada bidang Cipta karya sangat jelas bahwa untuk kegiatan
perencanaan, pembangunan maupun pemeliharaan saluran
drainase merupakan tupoksi dari salah satu seksi yaitu Seksi
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman  dan
Keterpaduan Program”. (wawancara tanggal, 25 April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Camat Tanjung Selor, Seperti

yang dikatakan informan D sebagai berikut :
“Kalau dari Instansi pemerintahnya jelas dinas teknisnya yaitu
Dinas PUPR yang bertanggung jawab akan tetapi masyarakai

juga mempunyai tanggung jawab terhadap saluran drainase
dilinglkungannya, jangan hanya selalu mengharapkan pemerintah

yang twrun tangan, karena pembersihan drainase seharusnya bisa
dilakukan masyarakat secara swadaya dan hal ini memang
membutuhkan inisiatif dari warga itu sendiri.(wawancara tanggal
08 Mei 2017).

Dari keempat informan diatas, maka pada dasamya keterangan informan
adalah sama bahwa dalam pengelolann dan pemeliharaan drainase merupakan
tugas dan wewenang dari Dinas PUPR Kabupaten Bulungan sebagai dinas teknis
terkait, akan tetapi seperti yang sudah disampaikan oleh informan dari Dinas
PUPR Kabupaten Bulungan bahwa ini semua merupakan tanggung jawab

bersama bukan hanya Dinas PUPR saja termasuk juga masyarakat. Oleh karena
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itu semua mempunyai peran dan fungsi masing — masimng untuk mempermudah
pengimplementasiannya.
3. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan
Drainase di Kabupaten Bulungan

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan, selain ditentukan oleh adanya
faktor pendukung yang memadai, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor
penghambat yang harus dan perlu diatasi untuk menjamin terlaksananya
implementasi kebijakan pengelolaan drainase secarz baik. Beberapa faktor
penghambat implernentasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten
Bulungan, Peneliti menggunakan teori dari Edward Il yang terdint dari empat
indikator penentu dalam implementasi kebijakan publik, Indikator tersebut
meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi dan teori
Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, indikator yang dianggap relevan yaitu
dukungan publik. Peneliti akan memaparkan indikator- indicator yang menjadi
penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten
Bulungan melalui uraian berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu
implementasi kebijakan hal ini terkait penyaluran informasi dalam pengelolaan
drainase ini ada 2 jenis, yaitu penyaluran informasi kepada masyarakat dan
penyaluran informasi kepada sesama unsur pemerintah yang terkait. Bentuk darii
penyaluran informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sosialiasi, uji
publik maupun publikasi melalvi media massa, media elektronik maupun berupa

banner — banner himbauvan.
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Berdasarkan pernyataan diatas yang menyatakan bahwa penyaluran
informasi dapat berupa sosialisast, maka peneliti mencari informasi terkait apakah
pemah dilakukannya sosialiasasi kepada masyarakat terkait pengelolaan drainase
yang difasilitasi oleh pihak pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara di
lokasi penelitian, kepada Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan
Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang dikatakan informan A,
sebagai berikut:

“Belum pernah dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat,

karena menurut saya sebaiknya harus ada dulu perda yang

mengatur tentang pengelolaan draingse ini Belum perlu untuk

dilakukannya sosialisasi terkait penanganan drainase hal ini

dikarenakan belum adanya perda yang mengatur tentang itu -
maka akan percuma sosialiasasi dilakukan apabila tidak

disertakan regulasi yang mengatur dalam implementasinya’.

(wawancara tanggal, 05 April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan Kepala Bappeda & Litbang Xabupaten
Bulungan, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup, Camat Tanjung Selor dan Tokoh Masyarakat yaitu informan B,C,D,dan E
bahwa jawaban pada dasarnya sama dengan informan A.

Bentuk dari penyaluran informasi kepada unsur pemerintah terkait dapat
dilakukan dengan rapat koodinasi secara intensif baik secara intern maupun rapat
terbuka. Oleh karena itu maka peneliti mencari informasi terkait apakah pernah
dilakukannya rapat koordinasi terkait pengelolaan drainase yang difasilitasi oleh
pihak pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian, kepada Kepala Bappeda

dan Litbang Kabupaten Bulungan seperti yang dikatakan informan B, sebagai
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berikut:

“Belum pernah dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat,
karena menurwt saya sebaiknya harus ada dulu perda yang
mengatur leniang pengelolaan drainase ini Belum perlu uriuk
dilakukannya sosialisasi terkait penanganan drainase hal ini
dikarenakan belum adanya perda yang mengatur fentang itu
maka akan percuma Ssosialiasasi dilakukan apabila tidak
disertakan regulasi yang mengatur dalam implementasinya”.
(wawancara tanggal, 26 Mei 2017).

Selanjumya wawancara ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang
dikatakan informan A, sebagai berikut:

“Pernah dilakukan | kali akan tetapi hanya rapat intern dengan

bapak wakil bupati, yaitu membahas masalah drainase yang
tersumbat dan terjadi genamgan dimana- mana khususnya di area
perkotaan sehingga ditemukan alternative penanganan yaitu
menjebol saluran gorong-gorong dengan pipa besi berdiameter
besar agar saluran gorong- gorong tidak tersumbat dan
memperlancar aliran air pada saluran”. (wawancara tanggal, 05
April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Camat Tanjung Selor yaitu
informan C dan D bahwa jawaban pada dasamya sama dengan informan B.

Dari beberapa keterangan yang diberikan informan, jelas bahwa masih
minimnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dacrah terhadap
permasalahan pengelojaan drainase di Kabupaten Bulungan baik itu komunikasi

dengan masyarakat maupun kepada unsur pemerintah daerah terkait.
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b. Sumberdaya

Dalam implementasi kebijaan pengelolaan drainse di Kabupaten Bulungan
faktor sumberdaya dalam hal ini yaitn staf / pegawai pada pelaksana, fasilitas dan
anggaran.

Sesuai hasil wawancara dengan kepala seksi Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang ungkapkan informan A,
sebagai berikut :

“Disini yang pernah mengikuti dikiat pengelolaan drainase

perkotaan hanya 2 orang dan itupun sudah pindah ke provinsi dan

kebidang lain, kesempatan buat bisa diklat bagi kami sangat sulit

karena factor anggaran yang minim sehingga anggaran kinsus .
untuk diklat dihilangkan dan dialihkan untuk Badan Diklat, akan

tetapi tetap saja sulit dalam mendapatkan kesempatan untuk diklat

karena dana yang berada pada badan dikiat juga minim karena

harus bisa mengakomodir kebutuhan diklat semua SKPD di

Kabupaten Bulungan’. (wawancara tanggal, 05 April 2017).

Selain sumberdaya manusia, dukungan fasilitas juga memiliki peran yang
sangat penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten
Bulungan. Ketersedian fasilitas dalam hal ini berupa alat bantu yang dapat
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan, contohnya seperti alat
pengeruk lumpur, dump truck sebagai penggangkut lumpur, dan pompa air
sebagai penyedot lumpur.

Kenyataan dilapangan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bulungan betum memiliki fasilitas dalam pengelolaan drainase. Hal ini
diketahui dalam wawancara penulis dengan kepala seksi Pengembangan

Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program Dinas Pekerjaan
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Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang ungkapkan

informan A, sebagai berikut :
“Kita belum memiliki alat khusus untuk normalisasi drainase yaitu
seperti alat pengeruk endapan ( eksavator mini ) dan alat untuk
peryedot lumpur maupun dump (ruck sebagai pengganghut
lumpur, Belum pernah dianggarkan juga kedalam DPA karena
kami masih binggung terkait mekanisme pengoperasiannya seperti
apa, karena pastinya akan membutuhkan anggaran yang begitu
besar terkait gaji dan operasional pekerja, terlebih dengan kondisi
keuangan kita yang berapa tahun belakangan ini mengalami
deficit keuangan, Tetapi apabila ada support dana yang memadai
saya rasa kenapa tidak semua itu akan kami pikirkan’.
(wawancara tanggal, 05 April 2017).

Selain sumberdaya manusia dan dukungan fasilitas dalam implementasi
kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, bahwa distribusi
wewenang juga merupakan hal yang penting. Hal ini dapat diidentifikasi peneliti
dari adanya pembagian delegasi yang jelas kepada masing-masing instansi sesuai
tugas dan fungsinya. Terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan drainase
di Kabupaten Bulungan, Dalam hal ini pelaksana dalam pengelolaan drainase dari
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan mempunyai
kewenangan yang begitu besar dalam pengelolaan drainase ini. Dinas PUPR
sebagai pelaksana dalam program ini harus mengetahui dengan benar tugas pokok
dan fungsi sehingga bisa mengimplementasikan kebijakan tersebut dan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan juga memiliki
kewenangan untuk dapat mendistribusikan sebagian kewenangannya dengan dinas
terkait yang dianggap mampu dan masih mempunyai porsi dalam pengelelaan
drainase ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti mencoba untuk menggali

informasi kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
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Lingkungan Hidup bahwa apakah mereka bersedia menerima distribusi
sebagian kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dapat
bersama — sama dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan, Seperti
yang dikatakan informan C, sebagai berikut :
“Kami bersedia saja jika kami diajak untuk turut berkonstribusi
dalam pengelolaan drainase, kami akan bantu semampu kami
baik pemikiran maupun tenaga akan tetapi jika pastinya akan
dibutuhkan bariyak personel untuk membantu mengingat begitu
luas wilayah yang pastinya akan ditangani sehingga hal ini
tentunya akan berimplikasi terhahap kebutuhan anggaran yang
tidak sedikit.”. (wawancara tanggal, 25 April 2017).
¢. Disposisi atau sikap pelaksana
Disposisi atau sikap pelaksana adalah komitmen dari aparat pelaksana
untuk betul-betul melaksanakan kebijakan publik. Dari hasil wawancara
mendalam, Pelaksana dalam pengelolaan drainase yaitu dari Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang. Sesuai hasil wawancara dengan kepala seksi
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang
ungkapkan informan A, sebagai berikut :
“Kami siap melaksanakan kebijakan apapun terkait tupoksi ,
apabila kami didukung oleh semua pihak, baik dari segi
anggaran, fasilitas, pengetahuan yang cukup buat kami, apabila
hal yang paling mendasar saja tidak disupport maka akan seperti
apa kami melaksanakan kebijakan tersebutsia — sia saya rasa,
kami butuh komitmen yang tinggi dari kepala daerah dan atasan
kami sebagai bentuk dukungan terhadap kebjjakan ini".
(wawancara tanggal, 05 April 2017).
Selanjutnya peneli menggali informasi terkait insentif sebagai bentuk
penghargaan yang di berikan kepada pelaksana kegiatan, Kepala Seksi

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukimen dan Keterpaduan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



B443168.pdf

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penatasn Ruang Kabupaten Bulungan

Seperti yang ungkapkan informan A, sebagai berikut :
“Pastinpa ada, berupa honorariwm pelaksana kegiatan yang
dibayarkan perbulan, Ketika ada pekerjaan fisik terkait drainase
baik itu perencanaan, pembangunan maupun pemeliharaan pasti
aka nada insentif penunjang kegiatan yang dianggarkan akan
tetapi bisa tidak ado kegiatan maka honor juga tidak dapat
dianggarkan. Jadi sifatmya harnya tergantung kegiatan saja.”.
(wawancara tanggal, 05 April 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa untuk pelaksana
kegiatan pengelolaan drainase menerima insentif berupa honorarium pelaksana
kegiatan yang di bayar perbulan. Akan tetapi insentif ini hanya dapat diterima jika
ada kegiatan dalam pengelolaan drainase.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan struktur organisasi.
Aparat birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung
kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi
dengan baik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama

- - banyak orang, ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan, maka
akan menghamb;:t jélannya kebijakan. Dalam hal pengelolaan drainase ini maka
aspek yang termasuk dalam struktur birokrasi adalah SOP dan Fragmantasi,

Dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan informan terkalt
SOP dalam pengelolaan drainase yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bulungan. Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Sepert! yang

ungkapkan informan A, sebagai berikut ;
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“Kami belum mempunyai SOP dalam pengelolaan drainase,
mungkin kami akan kami usahakan untuk bisa merealisasikanmya,
butuh koordinasi dan konsultasi mungkin kesuatu daerah agar
dapat mengadopsi SOP yang sudah ada akan tetapi tetap akan
kami sesuaikan dengan kondisi daerah kita 7. (wawancara
tanggal, 05 April 2017).

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau
aktivitas pelaksana di antara beberapa unit kerja. Pembagian tugas kepada seluruh
aparat pelaksana kebijakan diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan
komunikasi antara aparat pelaksana, sehingga dapat mendukung pencapaian
tujuan,

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, dukungan struktur
organisasi yang tepat terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bulungan sebagai leading sektor dalam menjalankan kebijakan public
sangat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik. Sesuai dengan
hasil wawancara kepala scksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan
Permukiman dan Keterpaduan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang ungkapkan informan A sebagai berikut

“Saya rasa apabila pembagian tanggung jawab ini dilaksanakan
maka akan mempermudah bagi kami, karena selama ini harya
Dinas PUPR lah yang dianggap bertanggung jawab terhadap
pengelolaan drainase, apabila pembagian tanggung jawab ini
dilakukan pastinya semua pihak akan memiliki peran masing-
masing”. (wawancara tanggal, 05 April 2017).

Dari hasil wawancara ini maka dapat kita ketahui bahwa berdasarkan
keterangan dari informan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bulungan bahwa sulit bagi mercka untuk dapat melaksanakan
pengelolaan drainase sendiri, maka diperlukan peran dari semua unsur terkait

dalam mengimplementasikannya.
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e. Dukungan Publik

Dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam, terkait seberapa besar
dukungan public terhadap implementasi kebijakan pengelolaan drainase di
Kabupaten Bulungan saat ini. Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program s
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang
ungkapkan informan A, sebagai berikut :

“Untuk saat ini dulkungan public dalam pengelolaan drainase
masih sangat minim dan masih jouh dari yang kita harapkan, Bisa
dilihat dilapangan bakwa public lah yang berkontribusi terhadap
permasalahan yang muncul dilapangan, Akan tetapi kita tidak
menutup mata bahwa ada segelintir masyarakat yang peduli
terhadap drainase dilingkungannya, Hal ini bisa kita lihat
beberapa kali dilakukannya kerja bakti membersihkan drainase
yang dilakukan oleh warga jl.semangha akhir tahun lalu. Hal ini
merupakan bukti bahwa masih ada yang peduli dengan drainase
dilingkungan kita”. (wawancara tanggal, 05 April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Camat Tanjung Selor, Seperti
yang dikatakan informan D sebagai berikut :

“Dukungan public terhadap pengeloloan drainase ini dapat
dikatakan baik akan tetapi dukungan ini tidak dibarengi dengan
kepedulian mereka terhadap lingkungan, kalau saya lihat hanya
beberapa kawasan saja yang warganya pernah beberapa kali
mengadakan kerja bakti membersihkan drainase secara swadaya
dan sisanya hanya mengharap pemeriniah daerah untuk
menanganinya. " (wawancara tanggal 08 Mei 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Tokoh Masyarakat, Seperti yang
dikatakan informan E adalah sebagai berikut :

“Apa yang dilakukan pemerintah apabila itu baik tentunya akan
kami dukung. Termasuk kebijakan tentang drainase ini, untuk itu
perlu sebenarmya mengajak masyarakat uniuk bersama-sama
melakukan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan ini,
Mungiin adanya himbauan berupa pembersthan drainase dengan

_kerja bakti setiap bulannya karena saat ini sullt wntvk dapat

™~ - . ‘f
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mengajak masyarakat meluangkan waktu kerja bakti,walapun ada
yang datang hanya sedikit”. (wawancara tanggal, 08 Mei 2017).

Dari hasil wawancara ini maka dapat kita ketahui bahwa berdasarkan
keterangan dari informan dari Dinas PUPR dan masyarakat bahwa dukungan
public dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan masih minim hal ini di
buktikan bahwa sulitnya untuk dapat diajak berpartisipasi dalam bentuk kegiatan
kenja bakti,

Selanjutnya peneliti ingin menggali informasi terkait sejauh mana upaya
pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan pubiik dalam pengelolaan
drainase di Kabupaten Bulungan ini. Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan Program
Dinas Pekerjaén Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Seperti yang
ungkapkan informan A, sebagai berikut :

“Terus terang belum ada upaya yang kami lakukan untuk
mendapatkan dukungan publik dalom pengelolaan drainase ini.
Tapi akan kami coba untuk dapat merealisasikannya kami harap
masyarakat bisa bersabar terhadap kondisi ini”. (wawancara
tanggal, 05 April 2017).

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Bappeda & Litbang
Kabupaten Bulungan, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup, .Camat Tanjung Selor dan Tokoh Mayarakat yaitu informan
B,C,D,dan E bahwa jawaban pada dasamya sama dengan informan A.

Dari beberapa keterangan yang diberikan informan, jelas bahwa belum ada
upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan terhadap
permasalahan pengelolaan drainase ini, di sini bisa terlihat belum ada upaya yang

dilakukan untuk mendapatkan dukungan publik.
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C. PEMBAHASAN
1. Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

Maksud dan tujuan dari dibuatnya kebijakan publik menurut Widodo
(2007:14) adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di
masyarakat. Masalah itu tentu saja beraneka ragam bentuk dan intensitasnya serta
keharusan untuk segera menyeclesaikan permasalahan yang ada.

Sesuai dengan amanat Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor
12/PRT/M/2014 Tahun 2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem
drainase perkotaan. Peraturan ini dibuat sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha dan masyarakat
dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan maka dapat dikatakan bahwa
aturan ini merupakan acuan dan pedoman bagi pemerintah, pihak swasta maupun
masyarakat dalam pengelolaan drainase yang baik.

Dalam menanggapi kebijakan pemerintah pusat tersebut terkait
penyelenggaraan sistemn drainase perkotaan, Maka untuk Kabupaten Bulungan
belum pemah dilakukan tindak ianjut..tcrhaglap peraturan ini. Hal -ini di sebabkan
olch kurangnyél mformasi maupun n_1aupur'1 koordinasi terhadap peraturan-
peraturan baru yang di keluarkan oleh pemerintah pusat.

Adapun kebijakan terkait drainase di Kabupaten Bulungan telah terlebih
dahulu ada sebelum peraturan pusat disahkan yaitu terkandung dalam Keputusan
Bupati Bulungan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 dan Keputusan Bupati Bulungan
Nomor (7 Tahun 2012 mengatur tentang Garis Sempadan Bangunan, Pagar,

Sungai dan Pantai.
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Dalam perda RTRW ini terdapat muatan terkait kebijakan dan strategi
dalam pengelolaan drainase yang meliputi pembangunan saluran drainase
perdesaan, Pembangunan saluran drainase perkotaan, Peningkatan kualitas saluran
drainase perdesaan, Peningkatan kualitas saluran drainase perkotaan, dan
Pemerliharaan saluran drainase makro dan mikro.

Begitupun dengan pada perda GSB Nomor 07 Tahun 2012 mengatur
tentang Garis Sempadan Bangunan, Pagar, Sungai dan Pantai. Contain
pengelolaan drainase pada perda terdapat dalam pengaturan garis sepadan jalan
terhadap fasilitas sarana dan prasana pemerintah termasuk drainase.

Dani hasil telaah dokumen perda maupun dari hasil wawancara kepada
informan bahwa muatan ke 2 perda ini terhadap kebijakan pengelolaan drainase
masih sangat minim. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa dalam perda tata
ruang Nomor 04 Tahun 2013 hanya mengatur tentang kebijakan pemerintah
daerah dalam pembangunan dan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan
akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci seperti apa pengelolaan drainase yang
harus dilakukan, apa saja yang diatur didalamnya dan sangsi apa yang akan
dikenakan bagi setiap pelanggarnya. _ |

Sama halnya dengan perda GSB Nomor 07 Tahun 2012 yang mengatur
tentang Garis Sempadan Bangunan, Pagar, Sungai dan Pantai. Kebijakan dalam
perda GSB ini tidak sepenuhnya mengatur tentang drainase pada khususnya akan
tetapi dalam perda ini terdapat pasal yang mengatur tentang jarak bangunan
dengan fasilitas umum termasuk dalam hal ini adalah drainase, Tentu perda ini
berkontribusi dalam meminimalisir gangguan terhadap drainase berupa

penyalahgunaan saluran drainasc terhadap alih fungsi saluran drainase menjadi
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tempat usaha maupun hunian, Karena diharapkan tidak ada lagi bangunan yang
berada diatas badan drainase sehingga akan mempermudah kegiatan pemeliharan
dan normalisasi saluran drainase. Akan tetapi dalam perda ini hanya mengatur
tentang ketentuan sepadan bangunan saja, Terkait pengelolaan drainase dalam hal
ini hanya dalam konteks perlindungan terhadap fasilitas umum saja.

Implikasi dari kondisi di atas adalah kedua perda ini tidak dapat dijadikan
pedoman dalam pengelolaan drainase dan tidak cukup kuat untuk dapat dijadikan
sebagai dasar kebijakan dalam pengelolaan drainase, Mengingat bahwa kondisi
drainase di Kabupaten Bulungan saat ini sangat memprihatinkan serta kondisi
buruknya drainase apabila dibiarkan akan berpengaruh buruk terhadap
masyarakat disckitarmya maka dibutuhkan perhatian penuh dari pemerintah dalam
bentuk penanganan secara dini sehingga dampak yang ditimbulkan tidak meluas.

Kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan saat ini hanya
berupa himbauan, instruksi atau bahkan perintah saja, belum ada produk hukum
yang mengatur secara spesifik dan menjadi acuan dalam pengelolaannya.
Sulitnya untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan tanpa adanya
rc_gulasi dan aturan yang jelas maka bérirhplikasi terhadap penanganan
dilapangan. Penanganan permasalahan dilapangan yang begitu kompleks baik
teknis maupun non teknis serta banyaknya temuan dilapangan terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat menyulitkan untuk dilakukannya
penindakan karena tidak memiliki dasar hukum dan aturan yang kuat untuk dapat
ditindak lanjuti.

Sangat banyak definisi mengenai peraturan, Akan tetapi sebagian besar

dari definisi ini memang cenderung memiliki fokus membatasi. Salah satu
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definisi yang komprehensif adalah definisi dari Michael Reagen yang
mendefinisikan peraturan-peraturan sebagai suatu proses atau aktivitas dimana
pemerintah harus atau menctapkan aktivitas — aktivitas atau perilaku - perilaku
tertentu yang harus dilakukan oleh individu-individu atau institusi-institusi, yang
sebagian besar diantaranya adalah swasta, dan kadang-kadang juga publik, dan
melakukan  hal  tersebut melalui  suatu proses administratif yang
berkesinambungan, pada umumnya melalui agen-agen regulatory (pemerintah)
yang didesain secara khusus. Jadi, peraturan adalah ditetapkan oleh pemerintah
yang harus ditaati (dipenchi) oleh target yang dimaksudkan; setiap kegagalan
untuk menaati peraturan tersebut biasanya akan menimbulkan suatu hukuman
{penalty). (Tachjan, 2006 : 179-180).

Menurut Armen Yasir dkk (2012 : 2) Penyusunan kebijakan publik
ditingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda yang merupakan
produk kebijakan yang sangat penting ditingkat dacrah haruslah dapat
dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingannya. Masyarakat
sebagai pemangku kepentingan Perda hendaknya dapat diberi kesempatan untuk
ikut menentukan arah dan substansi kebijakan selama tidak bertentangan dengan
kebijakan umum ditingkat nasional dan sejalan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Mekanisme keterlibatan inilah yang penting untuk diatur
dalam svatu peraturan legal formal agar dalam prakteknya tidak lagi ada
keraguan masyarakat akan pentingnya peran serta dalam pemerintahan. Disisi
lain ketersediaan mekanisme pelibatan ini akan memberi format baru dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal ini pengelolaan badan

publik, untuk senantiasa memerhatikan kedudukan masyarakat dalam perumusan
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kebijakan.

Sejalan dengan teori kebijakan yang diutarakan dalam bentuk peraturan
maka pada penelitian Wayan (2010) yang menyimpulkan bahwa hubungan antara
kebijakan publik dengan hukum berjalan seiring, sejalan dengan prinsip saling
mengisi. Kebijakan publik umumnya dilegalisasikan dalam bentuk hukum
sedangkan hukum adalah hasil dari kebijakan publik. Maksudnya, sebuah produk
hukum tanpa adanya proses kebijakan publik maka produk hukum tersebut dapat
kehilangan makna substansinya. Sebaliknya sebuah proses kebijakan publik tanpa
adanya legalisasi dari hukum maka dimensi operasionalisasinya akan menjadi
lemah. Dengan demikian, kebijakan publik perlu dilegalisasi datam bentuk hukum
dengan tujuan untuk_ menjamih le'galita;snya di-lapangan. Kadang- kadang dapat
teadi bahwa aturan hukum yang telah ditetapkan memerlukan kurun waktu
tertentu agar dapat berlaku secara efektif. Dalam kondisi demikian ini, kebijakan
publik diperlukan sebagai sarana untuk mendukung hukum agar penerapannya
sesuai dengan rasa keadijan dalam masyarakat.

Paparan diatas bahwa dari kesimpulan penelitian terdahulu maka relevan
untuk dapat di jadikan dasar untuk merumuskan peraturan dalam kebijakan
pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan. Sangat jelas bahwa peraturan di
buat untuk dapat mengatur masyarakat maupun pihak swasta dalam penerapan
suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Untuk itu dalam suatu penerapan
kebijakan dibutuhkan suatu peraturan spesifik, jelas dan dilegalisasi dalam
bentuk hukum.

Perlu komitmen penuh dari pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dapat

segera menyusun regulasi dan produk hukum yang jelas tentang pengelolaan
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drainase dan dibutuhkan keterlibatan dan kerjasama penuh dari pemerintah
daerah, pihak swasta maupun masyarakat dalam penyusunan regulasi dalam

pengelolaan drainase ini.

Lain halnya dengan pendapat Nugroho (2003 : 54) dalam (Irawan dkk,
) mendefinisikan bahwa :

“Kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah
untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerirtah untuk
tidak dikerjakan atau dibigrkan. Untuk itu Kebijokan Publik
tidak harus selalu berupa perundang-undomgan, namun bisa
berupa peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun
disepakati’.

Terkait mengenai pendapat diatas yang menyatakan bahwa kebijakan bisa
‘berupa peraturan — peraturan yang tidak_tertulis namun disepakati maka lain
halnya pada perma:_;alahan drainase ini. Kebijakan drainase yang dibuat cleh
pemerintah daerah harus tertuang dalam bentuk regulasi/ produk hukum yang
jelas dan aturan yang mengikat, Karena untuk permasalahan drainase ini sendiri
merupakan permasalahan yang bersifat kompieks dan dalam penanganannya
membutuhkan peran dari semua pihak schingga dibutuhkan suatu legalitas
hukum yang jelas dalam pedoman ASN dalam mengimplementasikan kebijakan
dilapangan.

2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan
Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting
Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi 'macan kertas' apabila tidak
berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu
dilakukan dengan mempertim-bangkan berbagai faktor, agar kebijakan publiik

yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan
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harapan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik
merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kescpakatan yang
telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan yang telah direkomendasikan vuntuk dipilih oleh policy makers
bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam
implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi kepada individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi
dari suatu program melibatkan upaya- upaya policy makers untuk mempengaruhi
perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur
perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik
diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan hari ke hari yang membawa
dampak pada warganegaranya. Dalam literatur administrasi. (Subarsono, 2005:87)

Implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten implementator
utama yaitu adalah Dinas Peckejaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Bulungan yang bertanggung jawab secara substantif. Sesuai dengan Keputusan
Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Bulungan.

Sesuai dengan tupoksi yang terdapat dalam perda tersebut bahwa
pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan adalah berada dibawah Bidang
Cipta Karya dan Seksi yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan
dan pengembangan drainase adalah Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan

Permukiman dan Keterpaduan Program.
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Upaya implementasi kebijakan pengelolaan drainase yang dilakukan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan sebagai
implementator utama dalam pengelolaan drainase, terdin dari 5 tahapan kegiatan
yaitu;

1) Penganggaran Dalam Pengelolaan Drainase

Penganggaran Dalam Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan di
lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penatzan Ruang Kabupaten Bulungan
yang diakomodir kedalam bentuk Rencana Kerja (RENJA). Renja adalah
dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun (UU.
No.25 Tahun 2004) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah dacrah maupun yang di tcmpuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Pekegaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan dalam
hal ini dinas teknis yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan drainase dan
bertanggung jawab terhadap rumusan kegiatan yang harus di akomodir ke dalam
renja SKPD. Dalam penganggaran pengelolaan drainase pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan pada setiap tahunnya
memerlukan dana yang cukup besar dalam kegiatan pengelolaan drainase ,
Menginggat bahwa cakupan wilayah Kabupaten Bulungan yang sangat luas dan
untuk dapat mengakomodir aspirasi masyarakat di Kabupaten Bulungan

berdasarkan hasil musrembang kecamatan seperti pada tabel di bawah ini ;
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Tabel. 4.2 Alokasi anggaran pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan
No. Nama Kegiatan Tahun Apggaran Alokasi yang di
di Renja Akomodir di RKA
1. | Pengelolaan Drainase 2013 | Rp. 25.000.000.000,- | Rp. 4.000.000.000,-
di Kabupaten Bulungan
2. | Pengelolaan Drainase 2014 | Rp. 22.850.000.000,- | Rp. 791.300.000,-
di Kabupaten Bulungan

3. [Pengelolaan Drainase | 2015 | Rp. 52.500.000.000,- | Rp. 2.588.950.000,-

di Kabupaten Bulungan

4. | Pengelolaan Drainase 2016 | Rp. 11.250.000.000,~ | Rp. 509.900.000,-
di Kabupaten Bulungan

5. { Pengelolaan Drainasc 2017 | Rp. 17.800.000.000,- | Rp. 6.650.000.000,-

f di Kabupaten Bulungan

Sumber Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2013-2017

Pada tabel alokasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bulungan tahun 2013-2017 maka dapat kita ketahui bahwa
anggaran pada renja untuk penéelo]aan drainase cukup besar l.;l'ltl.lk dapat
mengakomodir kebutuhan dalam pengeloaan drainase di Kabupaten Bulungan.
Akan tetapi apabila kita melihat dari alokasi dana yang dapat di akomodir pada
RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan pada
tahun 2013-2017 maka sangat jauh dari apa yang di butuhkan pada renja, Hal ini
mengingat bahwa semua kegiatan yang bisa di akomodir dalam RKA merupakan
kegiatan yang di anggap prioritas dan membutuhkan penanganan secepatnya dan
menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Bulungan.

Untuk itu maka apa yang ada di dalam renja tidak mungkin untuk dapat
diakomodir kescluruhan menggingat juga banyak sector dari instansi lain yang
juga membutuhkan anggaran yang cukup besar schingga pagu anggaran yang ada

di bagi — bagi agar terjadi pemerataan program kegiatan di Kabupaten Bulungan.
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2) Perenecanaan Pembangunan Drainase

Perencanaan drainase di Kabupaten Bulungan bermula dari perencanaan
Detail Engineering Desain (DED) pada Tahun 2007 dengan anggaran senilai
Rp.1.800.000.000,00 dan dilakukan review pada tahun 2014 dengan anggaran
Rp.700.000.000, Arahan pembangunan fisik drainase di Kabupaten Bulungan di
harapkan mengacu kepada hasil perencanaan tersebut, Akan tetapi fakta
dilapangan ditemukan bahwa hasil perencanaan yang ada tidak digunakan sebagai
dasar acuan dalam perencanaan, Hal ini disebabkan bahwa banyaknya ditemukan
perbedaan exsisting antara hasil perencanaan dengan kondisi dilapangan.
Implikasi kondisi tersebut bahwa perencanaan yang telah menghabiskan dana
cukup besar tersebut hanya menjadi dokumen yang tidak-dapat dimanfaatkan dan
dipcrtaﬁggung jawabkan hasilnya dan pastinya dibutuhkan space anggaran
perencanaan lagi ketika akan membangun drainase.

Untuk itu maka dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan untuk
dapat benar — benar menghasilkan suatu perencanaan yang matang, berkualitas
dan bisa dipertanggung jawabkan schingga dapat menjadi standar dan pedoman
bagi pada pelaksana dalam pembangunan drainase yang lebih baik kedepan.

3) Pembangunan Drainase

Pembangunan drainase di Kabupaten Bulungan pada umumnya
dilakukan dengan sistem parsial dan tidak menyelesaikan keseluruhan dalam
suatu kawasan karena drainase yang dibangun tidak berfokus dalam suatu
kawasan saja akan tetapi pembangunan drainase menyebar berdasarkan kebutuhan
masyarakat. Pada sistem ini drainase yang dibangun terpecah — pecah dan tidak

berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Banyak hal yang menyebabkan
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kondisi semacam ini terjadi baik itu disebabkan oleh pendanaan yang minim
maupun pemerataan pembangunan disemua kawasan,

Implikasi dari kondisi tersebut adalah drainase yang sudah dibangun
tidak dapat difungsikan dengan optimal mengingat bahwa drainase yang dibuat
bukan merupakan sistem kesatuan drainase yang menyeluruh disuatu kawasan
melainkan hanya bangunan yang berdiri sendiri tanpa ada koneksi pada sistem
yang sudah ada.

Untuk itu perlu penguatan porsi anggaran untuk dapat digunakan
menangani suatu kawasan secara menyecluruh dan setelah itu baru lanjut untuk
menangani permasalahan kawasan lainnya. Perubahan mainset dari para

- ‘impcmentator juga penting menginggat bahwa pemerataan pembangunan bukan
dilakukan dengan menyebar kegiatan pada suatu kawasan dan kegiatan yang
dihasilkan tidak dapat difungsikan, Diperlukan suatu urutan prioritas bagi
kawasan yang benar- benar butuh penanganan terlebih dahulu sehingga
penyelesaian permasalahan dapat satu persatu ditangani dengan tuntas.

4) Pemelibaraaa Drainase

Pemeliharaan drainase di Kabupaten Bulungan dilakukan dengan
melakukan normalisasi pada saluran draimase dan rehabilitasi pada saluran yang
telah rusak, Kegiatan pemeliharaan drainase ini dilakukan dengan sistem parsial
dan dikerjakan berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan masa pelaksanaan dan
masa pemeliharaan 180 hari kalender. Kegiatan pemeliharaan drainase
dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor) dan dikerjakan oleh tenaga ahli yang
telah ditentukan. Fakta dilapangan ditemukan bahwa kegiatan pemeliharaan

drainase di Kabupaten Bulungan mi dirasakan tidak efektif karena normalisasi
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saluran hanya dilakukan dengan 1 kali tahapan dan cenderung dikerjakan dengan
asal-asalan oleh pihak ketiga. Fakta lain juga mengungkapkan bahwa kegiatan
pemeliharaan drainase tidak dilakukan setiap tahun dikarenakan minimnya
anggaran schingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

Implikasi dari kondisi dilapangan terhadap saluran drainase buruknya
kondisi saluran drainase¢ dilapangan yang membutuhkan pemeliharaan secara
kontinu dan berkala, pada setelah masa pelaksanaan berakhir dan masa
pemeliharaan selesai maka tidak ada kegiatan pemeliharaan saluran.

Untuk itu periu penguatan porsi anggaran untuk dapat digunakan dalam
pemeliharaan drainase di Kabupaten Bulungan dan menangani suatu kawasan
secara menyeluruh dan setelah itu baru lanjut untuk menangani permasalahan
kawasan lainnya. Perubahan mainset dari para impementator juga penting
menginggat bahwa pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan menyebar
kegiatan tetapi dikerjakan setegah-setengah, akan tetapi lebih kepada penyebaran
kegiatan dan penyelesaian permasalahan secara tuntas.

5) Monitoring / Control Terhadap Saluran Drainase

Menurut (Tachjan, 2006 : 29-30) Mengembangkan metode- metode dan
prosedur — prosedur yang di butuhkan, termasuk cara — cara untuk terus menerus
meninjau hasil — hasil sewaktu program itu dalam pelaksanaan. Jadi, sambil
berlangsungnya kegiatan operasional, pengawasan dilakuken maksud dan sasaran
utama pengawasan adalah untuk berusaha agar seluruh kegiatan operasional itu
berlansung dengan dengan daya guna, hasil guna dan produktivitas yang tinggi
dan dengan hasil pekerjaan yang memenuhi standar yang telah di tentukan serta

terarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran — sasaran organisasisional.
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Monitoring / Control tethadap saluran drainase merupakan suatu tahapan
implementasi kebijakan pengelolaan drainase yang tidak pernah dilakukan oleh
dinas teknis terkait, Hal yang menjadi dasar mengapa hal ini tidak dilakukan
adalah selain dari anggaran yang minim juga terkait tidak adanya inisiatif dari
dinas teknis terkait untuk melakukan kegiatan tersebut. Hal ini berimplikasi
terhadap kondisi drainase dilapangan yang tidak pernah dikontrol sehingga terjadi
banyak penyalahgunaan terhadap drainase, baik itu terkait bangunan yang berada
diatas badan drainase, penutupan saluran drainase oleh aktivitas penimbunan
tanah kaplingan maupun penyumbatan yang terjadi pada gorong-gorong oleh
sampah maupun rumput liar.

Fakta dilapangan membuktikan bahwa tidak adanya inisiatif - dari-
pemerintah daerah untuk bersama — sama mencari solusi dan penyelesaian
permasalahan drainase ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak peduli
dan cenderung tutup mata terhadap kondisi yang ada dilapangan. Dengan kasat
mata dapat kita lihat kondisi yang terjadi dilapangan akibat dari tidak berjalannya
implementasi dari pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan. Saluran drainase
yang tergenang, penuh dengan sampah dan menimbulkan bau tidak sedap bisa Kita
dilihat disemua sisi jalan di perkotaan. Dan dengan kondisi seperti ini pun tidak
dapat mengerakkan hati masyarakat untuk melakukan pembersihan secara
swadaya. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh informan dapat kita
simpulkan bahwa tidak mudah menggerakkan masyarakat untuk dapat
berpartisipasi dalam pemeliharaan drainase secara swadaya, Hal ini merupakan
bentuk dari kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap

lingkungan disekitar mereka sendiri.
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Dan keseluruhan tahapan, permasatahan dan implikasi yang telah di
jelaskan di atas terkait implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten
Bulungan maka upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dapat dikatakan belum berjalan secara efektif dan optimal, Dapat
kita lihat pada tahapan prosesnya masih banyak yang perlu dilakukan dan perlu
dibenahi.

Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Memile
Grindie (1980) sebagai berikut: “Pengukuran keberhasilan implementasi dapat
dilihat dan prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program
sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dan
individual projecrs dan y.ang' kedua apakéh tujuan program tersebut tercapai”.

Sejalan dengan implementasi suatu kebijakan pada penelitian Asva Rinny
(2012) yang menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa Implementasi
kebijakan perlu dimaksimalkan terutama proses sosialisasi kebijakan,
penggalian potensi baru, penetapan target penerimaan yang mliﬁis sesuai dengan
potensi yang ada, peningkatan kualitas pelayanan kebersihan kepada masyarakat,
meningkatkan proses pengawasan dan menjalankan kebijakan sesuai aturan,
termasuk mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi
kebersihan melalui penyuluhan, pemberian sanksi terhadap pelanggaran
hukum retribusi kebersihan dan meningkatkan biaya operasional pemeliharaan.

Dari paparan diatas bahwa dari kesimpulan penelitian terdahulu maka
diperiukan tahapan-tahapan yang jelas untuk mencapai kesuksesan suatu
implementasi kebijakan. Perlu memaksimalkan semua proses tahapan agar tujuan

kebijakan tercapai.
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Begitu pentingnya peran pemerintah terhadap kesuksesan suatu
implementasi kebijakan dapat diartikan bahwa pemerintah mcnjadi leader dan
ujung tombak dari implementasi suatu kebijakan. Tidak akan berhasil suatu
kebijakan apabila tidak didukung penuh oleh pemerintah baik itu terkait sumber
pendanaan maupun implementasinya. Walaupun untuk mencapai suatu tujuan
kebijakan tidak mungkin akan dapat terwujud apabila dilakukan hanya oleh
pemerintah saja. Artinya, Perle peran dari semua pihak dalam membengun
kerjasama berbagai pihak.

Agar terlaksananya implementasi kebijakan pengelolaan drainase secara
bersama — sama oleh semua pihak maka seharusnya dilakukan komunikasi secara
intensif oleh semua pihak terkait program — program apa saja yang aken
dilaksanakan, tahapan - tahapan apa saja yang akan dilakukan dalam
pelaksanaannya, serta evaluasi terhadap program yang sudah dilaksanakan.
Dibutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan, pembiayaan dan pastisipasi oleh
masyarakat dalam pengelolaan drainase ini.

3. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan
Drainase di Kabupaten Bulungan

Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi
kebijaken pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungen antara lain: komunikasi,
sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi dan dukungan publik.

a. faktor komenikasi

Komunikasi merupaken faktor pertama dan utama yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi sangat menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan dasi implementasi kebijakan publik. Komunikasi

yang baik dapat terjadi apabila aparat pelaksana kebijakan mengetahu! apa yang
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akan dikerjakan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan yang akan
dilakukan dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik. Komunikasi diperlukan
agar aparat pelaksana kebijakan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap
kebjjakan yang dilaksanakan (Edwards 111, 1984).

Terkait implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten
Bulungan, faktor komunikasi dalam hal ini merupakan salah satu penghambat
dalam kebijakan pengelolaan drainase. Permasalahan pada faktor komunikasi
dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan ini ada 2 yaitu komunikasi
kepada masyarakat dan komunikasi antar instansi pemerintah daerah.

Komunikasi kepada masyarakat dalam artian terkait sosialisasi dan
publikasi kepada publik terkait kebijakan pengelolaan drainase dan komunikasi
kepada instansi pemerintah lainnya terkait rapat koordinasi antar instansi terkait
lainnya. Dari hast] penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka
diketahui bahwa belum pemah dijadakannya komunikasi baik itu berupa
sosialisasi kepada masyarakat maupun rapat koordinasi kepada instansi terkait
kebijakan pengelolaan drainase.

Menurut Purwanto Agus (2012), sosialisasi yang terbaik adalah
melibatkan kelompok sasaran dalam proses perumusan kebijakan kebijakan yang
akan berimplikasi kepada mereka. Perlibatan kelompok sasaran tersebut dapat
mengambil bentuk konsultansi publik dimana dalam forum tersebut para perumus
kebijakan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan/program untuk
mendapat masukan dan persetujuan dari masyarakat yang akan menjadi kelompok

sasaran kebijakan/program.
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Dari beberapa keterangan yang diberikan informan, jelas bahwa masih
minimnya komunikasi yang terjadi pada unsur pemerintah terkait menyebabkan
perbedaan persepsi kepada para pihak karena informasi yang seharusnya mereka
dapatkan tidak sampai sehingga berimplikasi terhadap peran dan pemahaman
mereka terhadap pengelolaan drainase itu sendiri. Dan dibutuhkan suatu
komunikasi yang intens dan terjadwal dengan baik.

Penyebaran (pemberian) informasi merupakan suatu instrument pasif,
yaitu dengan jalan memberikan informasi kepada individu-individu dan
perusahaan — perusahaan dengan harapan agar mereka mengubah perilaku sesuai
dengan yang | diinginkan. Informasi sering sekali bersifat umum, yang
dimaksudkan untuk membuat agar penduduk menjadi lebih_ berpengétahuan
sehingga mereka dapat mengambil pilihan-pilihan secara terinformasi .
(Tachjan, 2006 : 191)

Implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi
kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and
consistency) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974:135). Disamping
itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi
kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang
terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil,
demikian sebaliknya.

Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh
(Nurmawati,2015:129). Bahwa komunikasi yang berjalan belum efektif,
dibutuhkan adanya peningkatan pada intensitas dan frekuensi komunikasi yang

disepakati bersama dan terjadwal baik.
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Komunikasi dalam suatu implementasi kebijakan tidak saja hanya
dilakukan kepada masyarakat akan tetapi hal yang perlu diketahui bahwa
penyampaian informasi berupa koordinasi juga harus dilakukan kepada unsur
terkait dalam lingkungan pemerintah daerah hal ini bertujuan agar menghindari
kesalahan interpretasi terhadap tugas dan fungsi dalam mengimplementasikan
kebijakan pengelolaan drainase,

Untuk it terkait komunikasi kepada instansi pemerintah terkait
dibutuhkan inisiatif dari leading sector pemerintah daerah yaitu Bappeda dan
Litbang Kabupaten Bulungan untuk dapat memfasilitasi pertemuan instansi terkait
dalam bentuk rapat koodinasi secara intensif sebagai media penyatuan pendapat
maupun persepsi terkait peran dalam pengelolaaﬁ- draihase di Kabupaten
Bulungan. Dan terkait komunikasi kepada masyarakat dalam hal sosialisasi dalam
pengelolaan drainase harus secara intensif dilakukan mulai dari perumusan suatu
kebijakan sampai tahap pelaksanaan suatu kebijakan dan hal ini dilakukan dengan
melibatkan masyarakat untuk dapat memberikan masukan terkait kebijakan
tersebut. Sosialisasi juga dapat dilakukan berkolaborasi dengan dinas teknis
terkait dan dapat juga dilakukan publikasi dalam bentuk spanduk, iklan, reklame
terkait pemeliharaan drainase di tempat — tempat umum,

b. Faktor ﬁumberdnya

Menurut Edwards Il (dalam Winamo, 2014:184), perintah-perintah
yang telah diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten tidak menjamin
bahwa implementasi akan berjalan secara efektif. Pelaksana masih
memerlukan dukungan sejumlah sumber daya untuk dapat melaksanakan

kebijjakan-kebijakan dimaksud. Adapun sumber daya utama yang diperlukan
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untuk melaksanakan suatu kebijakan meliputi : staf, informasi, wewenang dan
fasilitas.

Kegagalan yang sering tejadi dalam implementasi kebijakan, Salah
satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi,
ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bulungan merupakan pelaksana dalam pengelolaan drainase
dalam hal ini membutuhkan peningkatan kompetensi pelaksana terkait
pengelolaan drainase . Dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase ini
salah satu yang menjadi kendala dalam pelaksanaanya adalah minimnya staf
pelaksana yang ahli dan berkompeten secara teknis dalam pengelolaan drainase,
ha! .ini diakibatkan -minimnya kesempatan bagi- para pelaksana pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Pepataan Ruang dalam mengikuti diklat dan bimtek
mengenai pengeloiaan drainase perkotaan.

Menurut Goggin et. Al, 1990 dalam Erwan dkk, ( 2012 : 149) bahwa
jumlah SDM yang dimiliki oleh organisasi yang di beri mandat untuk
mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisasi
tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Keahlian dan kompetensi pelaksana kegiatan terhadap pengelolaan
drainase sangat berpengaruh terhadap implementasi pengelolaan drainase. Dalam
kasus ini bahwa minimnya staf pelaksana yang ahli dan berkompeten dikarenakan
pindah / mutasi. Maka kondisi seperti ini seharusnya tidak boleh di biarkan terlalu
lama, harus ada staf pelaksana lainnya yang dilegasikan untuk mengikuti diklat
atau pelatihan peningkatan kemampuan dalam pengelolaan drainase. Untuk itu

pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan pada setiap tahunnya porsi
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anggaran untuk peningkatan kompetensi berupa diklat maupun bimtek dalam
pengelolaan drainase, Hal ini dilakukan agar para pelaksana pengelolaan drainase
memiliki kompetensi yang cukup mumpuni untuk dapat melakukan pengeloaan.

Untuk dapat berhasil dalam melaksanakan kebijakan irnplementator harus
memiliki sumber daya yang memadai. Sumber daya dimaksud dapat berupa
sumber daya manusia (kompetensi dan jumlah) dan financial. Tanpa sumber
daya, maka suatu kebijakan akan hanya tinggal dikertas sebagai dokumen
saja. Ditambahkan Edwards Il bahwa perintah- perintah terkait implementasi
mungkin saja ditransmisikan secara tepat, jelas dan konsisten. tapi iika
implementator kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan
kebijakan, maka implcmentasi sepertinya tidak akan efektif (Edwards /11. ]
980:53).

Selain sumberdaya manusia, dukungan fasilitas juga memiliki peran yang
sangat penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten
Bulungan. Kenyataan dilapangan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bulungan belum memiliki fasilitas dalam pengelolaan drainase.
Hat ini diketahui dalam wawancara penulis kepada informan. Fasilitas berupa alat
pengeruk lumpur (hexa mini), alat penyedot lumpur dan beberapa alat penunjang
lainnya belum pemah terealisasi untuk dianggarkan. Hal ini dikarenakan
pelaksana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan
belum pernah mengajukan pembelian semua fasilitas ini di karenakan selama ini
kegiatan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan di serahkan seutuhnya

kepada pihak ketiga.
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Implikasi dari permasalahan ini terhadap kebutuhan dilapangan yang
membutehkan  fasilitas pendukung dalam rangka pemeliharaan dan
keberlangsungan sistem drainase.

Menurut Wildavsky dalam Purwanto Agus (2012), bahwa besamya
anpgaran yang dialokasikan terhadap suatu kebijakan/ program menunjukkan
seberapa besar political will pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan
oleh kebijakan tersebut. Suatu kebijakan tentunya tidak akan dapat mencapai
tujuan tanpa dukungan anggaran yang memadai.

Ketersediaan anggaran sebagai kunci dari pelaksanaan suatu program
kegiatan apabila tidak ada anggaran otomatis semua program tidak akan bisa
terlaksana. Untuk itu dibutuhkan porsi anggaran yang besar untuk dapat
mendukung suatu program pemerintah terkait impelementasi suatu kebijakan,
pemenuhan fasilitas penunjang maupun peningkatan kompetensi dari para
pelaksana.

Tersedianya fasilitas fisik yang memadai merupakan sumber daya yang
sangat penting. Seorang implementor mungkin saja memiliki tenaga yang cukup
dan kompetensi yang mumpuni dan memahami hal-hal yang seharusnya
dilaksanakan akan tetapi bila tanpa dilengkapi dengan sarana dan prasarana
yang memadai, implementasi kebijakan yang efektif relatif sulit untuk
dilaksanakan.

Menurut Purwanto Agus (2012), di dalam menjalankan implementasi
suatu kebijakan, seorang implementer tidak sekedar fokus pada delegasi tugas
secara struktural saja tetapi ia juga harus memahami tujuan kebijakan dengan

baik. Lebih dari itu, seorang implementer juga harus menginteprestasikan tujuan
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kebijakan terscbut menjadi bahasa yang lebih operasional. Peran lain yang juga
melekat pada implementer adalah kemampuan bekerjasama dengan lembaga lain.

Wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin
bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Penggunaan
wewenang yang memadai sangat penting dalam implementasi kebijakan yang
efektif. Hal ini menjadi sangat krusial ketika mekanisme pelaksanaannya
melibatkan berbagai unit pelaksana dan mungkin saja berasal dari berbagai
tingkatan organisasi.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan drainase,
distribusi wewenang dapat diidentifikasi peneliti dari adanya pembagian delegasi
yang jelas kepada masing-masing instansi sesuat mgas' dan ﬁmgsiriya_. Ter%cait
dengan implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan,
Dalam hal ini, pelaksana dalam pengelolaan drainase dari Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan mempunyai kewenangan yang begitu
besar dalam pengeiolaan drainase ini, Dinas PUPR sebagai pelaksana dalam
program ini harus mengetahui dengan benar tugas pokok dan fungsi sehingga bisa
mengimplementasikan kebijakan tersebut dan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bulungan juga memiliki kewenangan untuk dapat
mendistribusikan sebagian kewenangannya dengan dinas terkait yang dianggap
mampu dan masih mempunyai porsi dalam pengelolaan drainase ini yaitu Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.

Untuk melibatkan unsur pelaksana teknis yang lain dibutuhkan suatu
koordinasi dan komunikasi terlebih dahulu terhadap tugas dan wewenang yang

akan dilegasikan dalam pengelolaan drainase, sehingga akan jelas tugas dan
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kewenangan masing — masing organisasi pelaksana. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dalam hal! ini dapat mendelegasikan sebagian dari
kewenangannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan karena
seperti yang kita ketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan
memiliki sejumlah personil yang dipekerjakan secara kontrak untuk dapat
membantu dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan dan tidak menutup
kemungkinan bahwa adanya penambahan personil terkait wilayah pengelolaan
drainase yang luas untuk daerah perkotaan.

Paparan di diatas selaras dengan penelitian terdahulu dari Nurmawati
(2015), Sumber daya yang ada baik di tingkat POKJA, PPL, GAPOKTAN dan
Kecam_ataMDesa-telah berjalan namuri masih perlu ditingkatkan terutama pada
sarana dan prasarana pendukung operasional implementator lapangan (PPL dan
GAPOKTAN), perlusaan kewenangan implementator, rasio perbandingan lvasan
wilayah dan implemnentator lapangan, peningkatan pengetzhuan, informasi dan
keterampilan bagi implementator.

Untuk itu perlu perhatian penuh bagi pemerintah daerah Kabupaten
Buiungan dalam peningkatan sumber daya baik itu sumber daya manusia dengan
peningkatan kompetensi pelaksana, pemenuhan fasilitas dengan pengadaan
peralatan penunjang kegiatan pengelolaan dan pembagian kewenangan dalam
pengelolaan drainase kepada dinas teknis terkait,

c. Faktor Disposisi

Menurut Metter dan Horn (1975) sikap penerimaan atau penolakan dari
aparat pelaksana dan kelompok sasaran sangat mempengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan, Hal ini bisa terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan
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bukan merupakan hasil kesepakatan bersama. Oleh karena itu, suatu kebijakan
perfu dijalankan dengan baik oleh aparat pelaksana kebijakan dengan cara
mengetahui apa yang akan dilaksanakan dan memiliki kemampuan serta
komitmen untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase, pelaksana belum
memiliki komitmen untuk betl-betu! melaksanakan kebijakan sebagaimana
mestinya hal ini dikarenakan pelaksana tidak didukung oleh berbagai sarana,
pengetahuan dan kebijakan yang mendukung untuk dapat metaksanakan kebijakan
tersebut, hal ini sangat jelas akan berpengaruh terhadap sikap pelaksana dalam
melaksanakan tugasnya. Disamping itu, disposisi bisa timbul dalam dini pelaksana
-apabila dalam menjalankan tugasnya diberikan atav ditunjang dengan insentif
sesuai dengan tugas yang dikerjakannya.

Menurut Van Hom (dalam Widodo 1974:123) menegaskan bahwa
“sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan
komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk
memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri
atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan
(implemernsasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif
lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap
gagalnya implementasi kebijakan.

Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh
(Nurmawati, 2015:131-132). Yaitu berkaitan dengan Disposisi (Sikap Pelaksana),
hal ini belum efektif karena walaupun Stakeholder/SKPD/Pokja, PPL. dan

Masyarakat Petani sudah melaksanakan sesvai dengan Tugas Pokok dan
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Fungsinya masing-masing, tetapi laju dan lambatnya perkembangan food estate
ini harus di dukung oleh sikap dan kemauan untuk mengembangankan
pembangunan food estate di desa Tanjung Buka dengan didukung anggaran yang
tersedia. Masyarakat Petani mengharapkan kepada Pemerintah Daerah selaku
pembuat kebijakan agar dapat menyediakan atau memberikan insentif agar dapat
memberikan semangat atau motivasi guna mensukseskan program pengembangan
Deita Kayan Food Estate (DeKaFE) di desa Tanjung Buka.

Sesuai dengan pemyataan diatas maka begitu penting pengaruh insentif
dalam mensukseskan suatu implementasi kebijakan. Berdasarkan keterangan
informan maka dana insentif di berikan ketika ada kegiatan baik itu kegiatan fisik
pembangunan maupun normalisasi (pemeliharaan). Sehingga ketika dalam posisi
tidak ada kegiatan penggelolaan drainase yang dianggarkan ke dalam DIPA akan
berpengaruh kepada sikap pelaksana yang pastmya tidak akan melakukan tugas
dan wewenangnya dalam pengelolaan drainase. Untuk mengingat bahwa kegiatan
dalam pengelolaan drainase ini merupakan suatu kegiastan yang sifatnya
operasional dan terus menerus harus dilakukan, perlu ketersedizan dana
penunjang yang dianggarkan setiap tahunnya bagi pelaksana agar dapat
mendorong pelaksana agar senantiasa aktif dan mempunyai komitmen untuk
betul-betul menjalankan tugasnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong
pencapaian tujuan dalam kebijakan dalam pengelolaan drainase,

d. Faktor birokrasi

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan struktur organisasi.
Aparat birokrasi sebagai pelaksana sebush kebijakan harus dapat mendukung

kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakuken koordinas!
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dengan baik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama
banyak orang, ketika strukiur organisasi tidak kondusif pada kebijakan, maka
akan menghambat jalannya kebijakan.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Edwards ITT (1984) mengemukakan
dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur organisasi kearah yang
lebih baik yaitu melakukan Standar Operating Prosedures (SOP) dan fragmentasi.
SOP adalah suatu pedoman yang dapat digunakan oleh pelaksana dalam
melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari hasil
wawancara maka diketahui, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bulungan belum memiliki SOP dalam pengelolaan drainase hal ini
dikarenakan belum ada inisiatif dari pihak dinas untuk membuatnyh akan tetapi
berdasarkan hasil wawancara maka akan segera direalisasikan jika memungkinkan
akan dilakukan konsultasi ke daerah lain untuk mengadopsi SOP yang sudah ada.

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau
aktivitas pelaksana di antara beberapa unit kerja. Pembagian tugas kepada seluruh
aparat pelaksana kebijakan diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan
komunikasi antara aparat pelaksana, sechingga dapat mendukung pencapaian
tujuan. Dukungan struktur organisasi yang tepat terutama Dinas Pekerjaan Umum
dan Pepataan Ruang Kabupaten Bulungan sebagai leading sektor dalam
menjalankan kebijakan public sangat menunjang keberhasilan implementasi
kebijakan publik.

Dari hasil wawancara ini maka dapat kita ketahui bahwa berdasarkan
keterangan dari informan dari Dinas PUPR bahwa sulit bagi mereka untuk dapat

menangani pengelolaan drainase itu sendiri, maka diperlukan peran dari semua
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unsur terkait dalam melaksanakannya, Penyebaran tanggung jawab yang dberikan
kepada unsur terkait itu sendiri diharapkan harus jelas dan disepakati secara
bersama — sama dan dibutuhkan ketjasama antara para aparat pelaksana dan
struktur organisasi yang kondusif untuk menjalankan setiap tahapan kebijekan.
Aparat birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung
kebijakan yang tclah diputuskan secara politik dengan jalan mengadakan
koordinasi dengan baik. Untuk mencapai suatu tujuan kebijekan tidak mungkin
akan dapat terwujud apabila dilakukan hanya oleh pemerintah saja. Artinya, Perlu
peran dari semua pihak dalam membangun kerjasama berbagai pihak. Kinerja
implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan
tujuzn kebijakan yang bersifat realistis denga.ﬁ sosio-kultur yang ada di level
pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka
akan sulit untuk direalisasikan (Agustino, 2006).

e. Dukunpgan Publik

Esensi dari kebijakan public sesungguhnya terletak pada hubungan antara
negara dengan masyarakat. Paradigma kebijakan public yang kaku dan tidak
responsif merupakan cerminan dari hubungan negara dan masyarakat yang kaku
dan tidak responsif pula. Sebaliknya, paradigm kebijakan public yang luwes dan
responsif akan merupakan luaran dari huhungan yang luwes dan responsif antar
negara dan masyarakat. (Tachjan, 2006 : 211)

Dukungan public dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase ini
di artikan sebagai dukungan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan drainase.
Dari informasi yang di peroleh dari wawancara maka dapat kita ketahui bahwa

terkait dukungan public ini masih sangat minim. Dibuktikan oleh kenyataan
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dilapangan bahwa belum adanya kesadaran masyarakat kondisi drainase di
lingkungan mereka dan kontribusi penyimpangan terhadap drainase yang masih
cukup tinggi. Sulitnya untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan
drainase seperti kerja bakti membuktikan bahwa dukungan public dalam hal inj
pengeloiaan drainase masih rendah.

Menurut (Bachtiar, 2016) Unmtuk mendukung pelaksanaan manajemen
pembangunan yang diperankan pemerintah melalui instrumen kebijakan publik,
upaya mutlak yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparat
pemerintahan serta organisasi civil society agar dapat mengambil peranan yang
tepat dalam interaksi demokratis serta proses kebijakan secara komprehensif.

| Untuk ifu pel;an. sefta masyarakat langsung sangat diperlukan dan periu terus
diperkuat serta diperluas. Dengan demikian istilab partisipasi tidak menjadi
sekedar retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai
kegiatan dan pengambilan serta implementasi kebijakan publik. Keberhasilan
pemerintahan dalam jangka panjang tidak hanya bergantung pada kepuasan
masyarakat atas pelayanan yang diberikan, tetapi juga atas ketertarikan,
keikutsertaan, dan dukungan dari masyarakatnya.

Dalam hal ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dikemukakan
oleh (Armen Yasir, 2012: 90) Bahwa adanya mekanisme konsultasi publik dalam
perumusan kebijakan daerah dan peraturan ditingkat daerah sangat penting untuk
membangun partisipasi pubiik. Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan
pemerintzhan yang mengacu pada ketentuan peraturan. Perundangan yang
berlaku akan menjadi sebuah prasyarat bagi partisipasi publik yang lebih intensif

yang akan semakin meningkatkan kesadaran publik akan peran dan
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tanggungjawabnya dalam ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan dan perwujudan tata pemerintahan yang baik.

Paparan diatas di jelaskan bahwa begite pentingnya dukungan dan
pastisipasi publik dalam suatu implementasi kebijakan hal ini akan berpengaruh
kepada peran serta publik terhadap kebijakan tersebut. Untuk itu terkait
implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan perlu peran
serta masyarakat dalam pengelolaannya. Dukungan publik dapat kita ciptakan
dengan melakukan sinergitas yang didasarkan pada suatu terobosan ataupun
inovasi untuk menarik perhatian masyarakat agar dapat berpartisipasi, hal ini
dapat dilakukan dengan pemberian reward kepada masyarakat yang berhasil
melakukan pengelolaan drainase secara swadaya. Hai ini bertujuan agar
mendorong motivasi dan partisipasi masyarakat untuk dapat berkonstribusi dalam

pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab sebelumnya telah diuraikan hasil-hasil penelitian, berdasarkan
uraian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran terkait dengan hasil
penelitian ini. Kesimpulan dan Saran yang dapat di berikan, diantaranya adalah
sebagati berikut :

A.  Kesimpulan

1.  Kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan tidak dapat di
jadikan sebagai dasar kebijakan untuk pengelolaan drainase karena muatan
pada perda GSB dan Perda RTRW tersebut tidak spesifik dalam pengaturan
terhadap pengelolaan drainase dan tidak dapat di jadikan dasar, acuan
maupun pedoman dalam pengelolaan drainase.

2. Implementasi Kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan di
laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai dinas
teknis yang memiliki tupoksi dalam pengelolaannya. Peran dari Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai implementator utama dalam
pengeiolaan dreinase ini masih jauh dari optimal, Hal ini bisa terlihat dari
kenyataan dilapangan bahwa kondisi drainase menjadi sangat
memprihatinkan. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di
Kabupaten Bulungan .dibutuhkan 5 tahapan yang harus dilaksanakan secara
optimal yaitu, dari segi penganggaran pengelolaan drainase, persncanaan
drainase, pembangunan drainese, pemeliharaan drainase dan monitoring

contro! terhadap drainase dan dari kelima tahapan ini Dinas Pekerjean
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Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan belum dapat
dilaksanakan secara optimal

3.  Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan
drainase di Kabupaten Bulungan yang dilakukan peneliti di dukung dan
diperkuat oleh 5 (lima) indikator dalam teori Edward IIf yaitu dan teori
Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier terkait implementasi kebijakan
pada pengelolaan drainase maka di didapati beberapa fakta terkait faktor
penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di
Kabupaten Bulungan diantaranya yaitu (1). Komunikasi yang belum pernah
dilakukan oleh pemerintah dacrah baik komunikasi kepada masyarakat
yaitu dengan sosialisasi dan komunikasi kepada instansi teknis lerkait yaitu
dengan rapat koordinas: (2). Sumber daya dalam hal ini staf/pegawai yang
tidak cukup memadai, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya, hal ini
diakibatkan masih minimnya peluang bagi para staff dalam mengikuti
diklat atau pelatihan khusus mengenat pengelolaan drainase perkotaan,
tidak adanya fasilitas pendukung dalam pengelolaan drainase, Porsi
anggaran yang minim sechingga sulit untuk dapat mengimplementasikan
kebijakan ; (3). Struktur birokrasi yang ada dalam mendukung
implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan
masih berjalan kurang efektif, perlu dilakukan pembenahan dalam bentuk
penguatan kelembagaan dan pembuatan SOP agar tahapan pelaksanaan
jelas; (4) Disposisi dalam hal ini adalah sikap pelaksana dalam
implementasi kebijakan pengeloaan drainase cukup baik bal ini bisa terlihat

dari kemauan pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan drainase akan
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tetapi tidak ditunjang oleh adanya insentif operasional ; (5} Peran public

dalam pengelolaan drainase yang rnasih rendah sehingga diperlukannya

terobosan atau inovasi berupa reward upaya mendorong pastisipasi

masyarakat,
B. Saran

Berdasarkan analisis pada pembahasan hasil penelitian serta kesimpulan
yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini kemudian memberikan
rekomendasi melalui saran-saran yang dapat digunakan sebagai pedoman atau
dasar evaluasi efektivitas koordinasi bagi berbagai pihak yang dapat ditinjau dar
dua jenis saran sebagai berikut:

1, Teoﬂﬁs :

a. Melihat ruang lingkup dan cakupan penelitian ini yang masih sebatas
pada konsep implementasi kebijakan yang ditinjau dari lima aspek yaitu
komnunikasi, sumberdaya, disposisi, birokrasi dan dukungan publik,
maka perlunya upaya untuk pengembangan penelitian selanjutnya
dengan mencakup konsep implementasi kebijakan dengan aspek
lainnya yang dianggap relevan dengan konsep guna untuk memperkaya
kajian dalam implementasi kebijakan.

2. Praktis :

a. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten
Bulungan harus di lakukan perumusan kebijakan terkait pengelolaan
drainase dalam bentuk peraturan daerah (perda). Oleh sebab itu
perlunya dilakukan tahapan — tahapan dalam proses perumusannya dan

membutuhkan peran dari semua pihak untuk dapat merealisasikannya.
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b. Dalam mewujudkan suatu implementasi kebijakan pengelolaan drainase
yang optimal perlu memaksimalkan peran dari pelaksana dalam
pengelolaannya. Mulai dari tahap penganggaran, perencanaan drainase,
pembangunan drainase, pemeliharaan drainase dan monitoring. Untuk
itu pada setiap tahapannya harus dilakukan kontrol dan pengawasan
sebagai upaya pengendalian dalam pengelolaannya.

c¢. Menindaklanjuti faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi
kebijakan pengelolaan draipase di Kabupaten Bulungan maka perlu
upaya penanganan terkait (1). Komunikasi, harus dilakukan sosialisasi
terkait pengelolaan drainase kepada masyarakat dan dilakukan rapat
koordinas) secara intens kepada sesama unsur dinas teknis terkait. (2).
Sumber daya, Staf peiaksana harus mengikuti dikiat dan bimtek terkait
pengelolaan drainase sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi.
terkait fasilitas harus di upayakan agar memiliki fasilitas yang dapat
digunakan sebagai alat bantu pendukung dalam pengelolaan drainase
dapat dilakukan dengan mengganggarkan terkait pengadaan fasilitas ini
ke dalam DIPA Kab.Bulungan dan terkait minimnya anggaran
pengelolaan drainase maka dapat di vpaya kan dengan membuat
proposal bantuan kepada pihak Pemerintah Provinsi maupun Pusat
untuk dapat berkonstribusi dalam bentuk dana bantuan; (3). Struktur
birokrasi, dapat dilakukan dengan konsultasi terkait SOP dengan
pemerintah daerah untuk mengadopsi ; (4) Disposisi, yaitu dengan
penggaangaran insentif operasional untuk pelaksana pengelolaan

drainase ; (5) Peran public, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam
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kegiatan pengelolaan drainase dan dapat pula memberikan reward
kepada masyarakat yang telah berhasil melakukan pengelolaan drainase
di lingkungannya. Hal ini akan mendorong masyarakat — masyarakat

yang lain untuk melakukan hal yang sama.
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PERTANYAAN

INFORMAN

1.Kebijakan Pengelolaan Drainase di
Kabupaten Bulungan

a. Dalam hal kebijakan tentang pengelolaan
drainase, terdapat 2 perda yang contain
terhadap pengelolaan drainase, menurut
bapak apakah kedua perda tersebut cukup
kuat untuk dapat di jadikan dasar ataupun
ketentuan dalam kebijakan pengelolaan
drainase di Kabupten Bulungan?

b. Terkait permasalahan kebijakan
pengelolaan drainase di  Kabupaten
Bulungan menuntut adanya penyelesaian
permasalahan sesegera mungkin untuk
dapat  meminimalisir  kemungkinan
dampak yang terjadi di masyarakat.
Dibutuhkan suatu kebijakan dalam bentuk
produk hukum yang legal dan spesifik
unttk  mengatur  ketentuan  dalam
pengelolaan  drainase. Menurut bapak
apakah  perlunya regulasi tentang
pengelolaan drainase (perda drainase) di
Kabupaten Bulungan?

1. Kepala Seksi Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman
dan Keterpaduan Program pada Dinas
Peckerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bulungan

2, Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten
Bulungan

2.lmplementasi Kebijakan Pengelolaan
Drainase di Kabupaten Bulungan

a. Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten
Bulungan dalam implementasi kebijakan
pengelolaan drainase saat ini masih jauh
dari optimal hal ini bisa terlihat dari
lambannya dalam mengatasi permasalahan
drainase yang ada sekarang ini. Menurut
bapak sejauhmana peran pemerintah
selama ini dalam implementasi kebijakan
pengelolaan  drainase di Kabupaten
Bulungan?

1. Kepala Seksi Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman
dan Keterpaduan Program pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bulungan.

2. Kepala Bappeda & Litbang
Kabupaten Bulungan

3. Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan Hidup

4. Camat Tanjung Selor

5. Tokoh Masyarakat

b. Menurut bapak upaya-upaya apa saja yang
telah di lakukan oleh pemerintah daerah
dalam implementasi kebijakan
pengelolaan  drainase di Kabupaten
Bulungan sejauh ini?

1. Kepala Seksi Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman
dan Keterpaduan Program pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bulungan.

2. Kepala Bappeda & Litbang
Kabupaten Bulungan

3. Bidang Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Camat Tanjung Selor

Tokoh Masyarakat

bl
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c. Berdasarkan kewenangan dalam
pengelolaan drainase menurut bapak
siapakah yang paling bertanggung jawab
tethadap kondisi drainase yang ada

1.

Kepala Seksi Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman
dan Keterpaduan Program pada Dinas
Pekenaan Umum dan Penataan

sekarang ini? Ruang Kabupaten Bulungan.
2. Kepala Bappeda & Litbang
Kabupaten Bulungan
3. Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Camat Tanjung Selor
3. Faktor Penghambat Dalam Implementasi
Kebijakan Drainase di Kabupaten
Bulungan
A. Komuunikasi
1. Kepala Seksi Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman
. . dan Keterpaduan Pro pada Dinas
1} Penyaluran informasi .kc-padfl Pekerjaan Umum dang‘l;alennataan
masyarakat dapat berupa sosialisasi, R
. : uang Kabupaten Bulungan.
apakah pernah dilakukannya 2 Kepala: & Litban
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2} Selain
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peran yang sangat penting dalam
implementasi kebijakan pengelolaan
drainase di Kabupaten Bulungan. Apa
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PUPR dalam hal ini berupa alat bantu
yang dapat digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan dilapangan,
contchnya seperti alat pengeruk
lumpur, dump truck  sebagai
penggangkut Jumpur, dan pompa air
sebagai penyedot lumpur?
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E. Dukungan Publik

1} Dalam melaksanakan suatu | 1. Kepala Seksi Pengembangan
implementasi kegiatan maka kita Penyehatan Lingkungan Permukiman
harus mendapatkan ukungan publik dan Keterpaduan Program pada Dinas
agar program yang dilaksanakan bisa Pekerjaan Umum dan Penataan
berhasil. Menurut bapak apakah Ruang Kabupaten Bulungan,
dalam pengelolaan drainase di | 2. Camat Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan ini | 3. Tokoh Masyarakat
mendapatkan dukungan public dalam
pengimplementasiannya?

1. Kepala Seksi Pengembangan
2) Sejauh mana upaya pemerintah Penyehatan Lingkungan Permukiman

daerah untuk mendapatkan dukungam
publik dalam pengelolaan drainase di
Kabupaten Bulungan ini ?

dan Keterpaduan Program pada Dinas
Pekeaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bulungan.
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(Untuk Kepala Beppeda & Litbang Kabupaten Bulungan)

JUDUL : IMPLEMENTAS] KEBIJAKAN PENGELOLAAN
DRAINASE DI KABUPATEN BULUNGAN

1. Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

a. Dalam hal kebijakan tentang pengelolaan drainase, terdapat 2 perda

yang contain terhadap pengelolaan drainase, menurut bapak apakah
kedua perda tersebut cukup kuat untuk dapat di jadikan dasar
ataupun ketentuan dalam Kebijakan pengelolaan drainase di
Kabupten Bulungan?
Semua kebijakan ketika dapat dilaksanakan sesuai dengan isi kebijakan
dan pesan dari kebijakan tersebut tentunya pasti akan menghasilkan
scsuatu yang di harapkan, akan tetapi periu kita ingat bahwa apakah
kebijakan itu sendiri bisa terlaksana apabila sasaran dari kebijakan itu
sendiri tidak mengetahui muatan dalam kebijakan atau dalam hal ini perda
Saya rasa ketika masyarakat tahu isi dari keduva kebijakan itu dan
melaksanakan dengan secbaik-baiknya maka saya jamin permasalahan
dalam pengelolaan drainase akan sedikit terkurangi, mengapa saya bisa
mengatakan seperti itu karena otomatis pemerintah bisa dengan leluasa
dalam melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya karena gangguan
terhadap drainase itu sendiri akan terkurangi

b. Terkait permasalahan kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten
Bulungan menuntut adanya penyelesaian permasalahan sesegera
mungkin untuk dapat meminimalisir kemungkinan dampak yang
terjadi di masyarakat. Dibutuhkan suatu kebijakan dalam bentuk
produk hukum yang legal dan spesifik untuk mengatur ketentuan
dalam pengelolaan drainase. Menurut bapak apakah perlunya
regulasi tentang pengelolaan drainase (perda drainase) di Kabupaten
Bulungan?

Bahwa pada dasarnya pemerintah Kabupaten Bulungan sudah
mengeluarkan kebijakan — kebijakan mengenai masalah drainase itu
sendiri walaupun belum spesifik. Mungkin tidak menutup kemungkinan
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kedepannya perlu di buatnya perda yang khusus untuk menangani drainase
ini sendiri agar bisa menjadi acuan bagi kita dalam pengelolaan drainase
serta penindakan dalam penyimpangan yang terjadi selama ini di
masyarakat. Apabila ada regulasi yang jelas maka akan memudahkan kita
dalam pelaksanaan setiap tahapan dalam pengelolaannya karena di dalam
perda itu jelas mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh
dilakukan .

2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

a. Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam
implementasi kebijakan pengelolaan drainase saat ini masih jauh dari
optimal hal ini bisa terlihat dari lambannya dalam mengatasi
permasalahan drainase yang ada sekarang ini. Menurnt bapak
sejauhmana peran pemerintab selama ini dalam implementasi
kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan? _

Selama ini kita telah mengganggarkan dan membangun tetapi hal yang di
lupakan adalah pemeliharaan. Dalam hal ini pemeliharan tidak dilakukan
secara optimal dan control terhadap aktivitas infrastrukiur pun tidak
pernah dilaksanakan. Hasil dari survey kemarin ditemukan bahwa bukan
drainase yang ada tetapi banyak drainase yang tidak ada yang seharusnya
ada,oleh karena ity maka dibutuhkan redesain dalam masterplan drainase

serta revitalisasi terhadap drainase yang ada.

b. Menurut bapak mpaya-upaya apa saja yang telah di lakukan oleh
pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan
drainase di Kabupaten Bulungan sejauh ini?

Upaya pengganggaran dan pembangunan selama ini sudah kami lakukan
akan tetapi karena beberapa tahun ini kami mengalami keterbatasan pada
anggaran maka mungkin banyak kegiatan — kegiatan yang kami stop
pembiayaannnya termasuk dalam pengelolaan drainase ini, Akan tetapi
pada tahun depan akan menjadi prioritas bagi pemerintah daerah karena
drainase merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43168.pdf

terlepas dari kondisinya yang sekarang ini membutuhkan perhatian dan

penanganan khusus.

c. Berdasarkan kewenangan dalam pengelolaan drainase menurut

bapak siapakahk yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi
drainase yang ada sekarang ini?
Yang bertanggung jawab adalah Dinas PUPR karena pembangunan dan
pemeliharaan prasarana umum perkotaan yang non perumahan baik
jalan,air bersih maupun drainase adalah Dinas PUPR, memang pada
dasarnya stakeholder terkait harus membantu karena ini merupakan
permasalahan bersama sehingga akan mempermudah percepatan
penyelesaiannya. Akan tetapi permasalahan drainase tidak semata — mata
dari segi pengelolaan pemerintah dacrah saja akan tetapi peran masyarakat
itu penting, paling tidak masyarakat jangan ikut berkontribusi terhadap
gangguan drainase itu sendiri contohnya aktivitas penimimnan tanah yang
cukup tinggi sehingga masyarakat seenaknya menutup saluran drainase
untuk akses kegiatan itu.

3. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Drainase di

Kabupaten Buluagan

a. Rapat koordinasi oleh semua unsur pelaksana terkait merupakan
media penyampaian informasi yang paling efektif untuk dapat
dilaksapakan. Kegiatan ini harus dilakukan secara intensif agar
terciptanya suatu komunikasi yang baik antar semua unsur ferkait.
apakah pernah dilakukannya komunikasi bernpa rapat koordinasi
dengan pihak — pihak ferkait untuk membahas fentang permasalahan
drainase di Kabupaten Bulungan yang difasilitasi oleh pemerintah
daerah?
Belum pernah dilakukan cuma baru - baru ini setahu saya pihak dari Dinas
PUPR dipanggil oleh wakil bupati seperti rapat intern saja membicarakan
masalah penanganan lokasi titik — titik yang mengalami genangan. Pada
saat peninjauan kelapangan saya ikut dan menunjukkan lokasi — lokasi
yang setau saya sering mengalami genangan seperti jalan binjai.
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PEDOMAN WAWANCARA
(Untuk Kepala Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan
Permukiman dan Keterpaduan Program pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Pepataan Roang Kabupaten Bulungan)

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
DRAINASE DI KABUPATEN BULUNGAN

1. Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

a. Dalam hal kebijakan tentang pengelolaan drainase, terdapat 2 perda
yang contain terhadap pengelolaan drainase, menurut bapak apakah
kedua perda tersebut cukop kuat untuk dapat di jadikan dasar
ataupun ketentuan dalam kebijakan pengelolaan drainase di
Kabupten Bulungan?

Tentunya tidak, kita bisa lihat sendiri contain kedua perda tersebut
terhadap pengelolaan drainase masih minim, anda bisa lihat kondisi

" _sekarang ini apakaﬁ ada konsiribusi kedua perda tersebut dalam
pengelolaan drainase. Fakta dilapangan sangat jelas bisa kita lihat di
seluruh kawasan kota semua kondisi drainase sangat memperibatinkan.
Dan kondisi seperti ini janganlah dibiarkan, kami butuh dukungan semua
pihak untuk dapat membantu kami.

b. Terkait permasalaban kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten
Bulungan menuntut adanya penyelesaian permasalahan sesegera
mungkin untuk dapat meminimalisivr kemungkinan dampak yang
terjadi di masyarakat. Dibutuhkan suate kebijakan dalam bentuk
produk hukum yang legal dan spesifik untuk mengatur ketentuan
dalam pengelolaan drainase. Menurut bapak apakab perlunya
regulasi tentang pengelolaan drainase (perda drainase) di Kabupaten
Bulungan?

Sejauh ini belum ada perda yang khusus mengatur pengelolaan drainase di
Kabupaten Bulungan, mungkin ada beberapa perda yang menyinggung
tentang pengelolaan drainase dan secara tidak langsung mengatur
ketentuan tentang perlindungan terhadap drainase akan tetapi saya masa
tidak cukup untuk menjadi acuan pemerintah daerah maupun masyarakat
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karena selain perda itu tidak pemah dipublikasikan kepada masyarakat dan
juga contain dalam perda tersebut belum cukup menjadi acuan dalam
pengelolaan drainase, oleh karena itu harus ada perda yang khusus
mengenai pengelolaan drainase secara spesifik agar jelas rule dan

funisment nya.

2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

a. Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam

implementasi kebijakan pengelolaan drainase saat ini masih jaub dari
optimal hal ini bisa terlibat dari lambannya dalam mengatasi
permasalabhan drainase yamg ada sckarang ini. Menurut bapak
sejauhmana peran pemerintah selama ini dalam implementasi
kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulengan?
Peran pemerintah saat ini masih jauh dari optimal, dibutuhkan komitmen
penuh oleh pemerintah daerah untuk penanganan permasalahan drainasé
ini, perlu prioritas penanganan baik dari segi anggaran, personil, regulasi
dan peran semua pihak dalam melaksanakannya. Kami sudah melakukan
tupoksi kami sebagai pelaksana teknis terkait pengelolaan drainase
ini,akan tetapi hal yang perlu diingat bahwa kami membutuhkan support
dari pemerintah daerah untuk semua itu..

b. Menurut bapak upaya-upaya apa saja yang telah di lakukan oleh

pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan
drainase di Kabupaten Bulungan sejach ini?
Upaya yang telah kami sampai saat ini adalah melakukan review
masterplan drainase pada tahun 2015 dan melakukan investigasi terhadap
saluran drainase di perkotaan akan tetapi kendala kami adalah keterbatasan
anggaran untuk merealisasikannya baik pembangunan maupun
pemeliharaan, dalam setiap tahun kegiatan pembangunan maupun
pemeliharaan telah kami ajukan akan tetapi karena keterbatasan anggaran
maka kegiatan ini tidak bisa terlaksana sesuai harapan kami.
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¢. Berdasarkan kewenangan dalam pengelolaan drainase menurut
bapak siapaksh yang paling bertanggung jawab terbadap kondisi
drainase yang ada sekarang ini?
Dinas PUPR memang merupakan dinas teknis terkait yang menangani
masalah pengelolaan dan pengembangan sistem  drainase, akan tetapi
apakah mungkin bisa terlaksana dengan baik apabila tidak ada sumber
daya yang memadai, scharusnya semua komponen bersama-sama bukan
hanya Dinas PUPR saja. Contohnya seperti pada Dinas Lingkungan Hidup
mereka punya tenaga yang memadai sedangkan Dinas PUPR pemeliharaan
drainase hanya dikerjakan secara parsial dan ada jangka waktu tertentu
untuk masa pemeliharaannya, tidak bisa kontinu seperti yang dilakukan
oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dan bappeda yang merupakan leading
sector dari semua dinas terkait ini seharusnya bisa mensupprot kami dalam
bentuk pendanaan yang kontinu agar program kegiatan yang sudah kami
rencanakan bisa terealisasi dan yang terakhir adalah masyarakat.

3. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Drainase di
Kabupaten Bulungan

a. Komunikasi

1. Penyaluran informasi kepada masyarakat dapat berupa
sosialisasi, apakah pernah dilakukannya sosialinsasi kepada
ma.iyarakat terkait pengelolaan drainase yang difasilitasi oleh
pihak pemerintah daerah?

Belum pernah dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, karena
menurut saya sebaiknya harus ada dulu perda yang mengatur tentang
pengelolaan drainase ini Belum perlu untuk dilakukannya sosialisasi
terkait penanganan drainase hal ini dikar¢nakan belum adanya perda
yang mengatur tentang itu maka akan percuma sosialiasasi dilakukan
apabila tidak disertakan regulasi yang mengatur dalam

implementasinya.
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2. Rapat koordinasi oleh semua unsur pelaksana terkait merupakan

media penyampaian informasi yang paling efektif untuk dapat
dilaksanakan. Kegiatan ini harus dilakukan secara intensif agar
terciptanya suate komunikasi yang baik antar semua unsur
terkait. apakah pernah dilaknkannya komunikasi berupa rapat
koordinasi dengan pihak ~ pihak terkait untuk membahas
tentang permasalahan drainase di Kabupaten Bulungan yang
difagsilitasi oleh pemerintah dacrah?
Pernah dilakukan 1 kali akan tetapi hanya rapat intern dengan bapak
wakil bupati, yaitu membahas masalah drainase yang tersumbat dan
terjadi genangan dimana- mana khususnya di area perkotaan sehingga
ditemukan alternative penanganan yaitu menjebol saluran gorong-
gorong dengan pipa besi berdiameter besar agar saluran gorong-
gorong tidak tersumbat dan memperlancar aliran air pada saluran.

b. Sumber Daya

1. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan drainse di

Kabupaten Bulungan fakfor sumberdaya dalam hal ini yaitu staf
/pegawai. Apakah ada pelaksana yang berkompeten dalam
pengelolaan drainase?
Disini .yang pernah mengikuti diklat pengelolaan drainase perkotaan
hanya 2 6mng dan itupun sudah pindah ke provinsi dan kebidang lain,
kesempatan buat bisa diklat bagi kami sangat sulit karena factor
anggaran yang minim sehingga anggaran khusus untuk diklat
dihilangkan dan dialihkan untuk Badan Diklat, akan tetapi tetap saja
sulit dalam mendapatkan kesempatan untuk diklat karena dana yang
berada pada badan diklat juga minim karena harus bisa
mengakomodir kebutuhan dikiat semuwa SKPD di Kabupaten
Bulungan.

2. Selain sumberdaya manusia, dukungan fasilitas juga memiliki
peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan
pengelolaan drainase di Kahupaten Bulungan. Apa saja fasilitas
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yang dimiliki oleh Dinas PUPR dalam hal ini berupa alat bantu
yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan,
contohuya seperti alat pengeruk lumpur, dump truck sebagai
penggangkut lumpur, dan pompa air sebagai penyedot lumpur?
Kita belum memiliki alat khusus untuk normalisasi drainase yaitu
seperti alat pengeruk endapan ( eksavator mini ) dan alat untuk
penyedot lumpur maupun dump truck sebagai penggangkut lumpur,
Belum pemah dianggarkan juga kedalam DPA karena kami masih
binggung terkait mekanisme pengoperasiannya seperti apa, karena
pastinya akan membutuhkan angparan yang begitu besar terkait gaji
dan operasional pekerja, terlebih dengan kondisi keuangan kita yang
berapa tahun belakangan ini mengalami deficit keuangan, Tetapi
apabila ada support dana yang memadai saya rasa kenapa tidak semua
itu akan kami pikirkan,

¢. Disposisi atau sikap pelaksana
1. Disposisi atau sikap pelaksana adalah komitmen dari aparat
pelaksana untuk betul-betul melaksanakan kebijakan publik.
Menurut bapak apakah pelaksana dari Dinas PUPR memiliki

komitmen dalam melaksanaan pengelolaan drainase yang baik?

Kami siap melaksanakan kebijakan apapun terkait tupoksi , apabila
kami didukung oleh semua pihak, baik dari segi anggaran, fasilitas,
pengetahuan yang cukup buat kami, apabila hal yang paling
mendasar saja tidak disupport maka akan seperti apa kami
melaksanakan kebijakan tersebut,sia — sia saya rasa, kami butuh
komitmen yang tinggi dari kepala dacrah dan atasan kami sebagai
bentuk dukungan terhadap kebijakan ini.
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2. Apakah ada insentif khusus bagi pelaksana pengelolaan drainse
pada Dinas PUPR?

Pastinya ada, berupa honorarium pelaksana kegiatan yang dibayarkan
perbulan, Ketika ada pekerjaan fisik terkait drainase baik it
perencanaan, pembangunan maupun pemeliharaan pasti aka nada
insentif penunjang kegiatan yang dianggarkan akan tetapi bisa tidak
ada kegiatan maka honor juga tidak dapat dianggarkan. Jadi sifatnya
hanya tergantung kegiatan saja.

d. Birokrasi

1. SOP merupakan standar operasional procedure yang digunakan

sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan. Apakah
Dinas PUPR memilki SOP dalam pengelolaan drainase di
Kabupaten Bulungan?
Kami belum mempunyai SOP dalam pengelolaan drainase, mungkin
kami akan kami usahakan untuk bisa merealisasikannya, butuh
koordinasi dan konsultasi mungkin kesuatu daerah agar dapat
mengadopst SOP yang sudah ada akan tetapi tetap akan kami
sesuaikan dengan kondisi daerah kita.

2. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan
atau aktivitas pel.nksaml- di antara beberapa unit kerja.
Pembagian tugas kepada seluruh aparat pelaksana kebijakan
dibarapkan dapat memudahkan koordinasi dan komunikasi
antara aparat pelaksana, sehingga dapat mendukung pencapaian
tojuan. Apakah menurut bapak hal ini sudah dilakukan oleh
Dinas PUPR?

Saya rasa apabila pembagian tanggung jawab ini difaksanakan maka
akan mempermudah bagi kami, karena selama ini hanya Dinas PUPR
lah yang dianggap bertanggung jawab terhadap pengelolaan drainase,
apabila pembagian tanggung jawab ini dilakukan pastinya semua

pihak akan memiliki peran masing-masing.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43168.pdf

¢. Dukungan Publik

1. Dalam melaksanakan suatu implementasi kegiatan maka kita

harus mendapatkan ukomgan publik agar program yang
dilaksanakan bisa berhasil. Menurut bapak apakah dalam
pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan ini mendapatkan
dukungan public dalam pengimplementasiannya?
Untuk saat ini dukungan public dalam pengelolaan drainase masih
sangat minim dan masih jauh dari yang kita harapkan, Bisa dilihat
dilapangan bahwa public lah yang berkontribusi terhadap
permasalahan yang muncui dilapangan. Akan tetapi kita tidak
menutup mata bahwa ada segelintir masyarakat yang peduli terhadap
drainase dilingkungannya, Hal ini bisa kita lithat beberapa kahi
dilakukannya kerja bakti membersihkan drainase yang dilakukan oleh
warga jl.semangka akhir tahun lalu. Hal ini merupakan bukti bahwa
masih ada yang peduli dengan drainase dilingkungan kita.

2. Sejauh mana upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan

dukungan publik dalam pengelolaan drainase di Kabupaten
Bulungan ini ?
Terus terang belum ada upaya yang kami lakukan untuk mendapatkan
dukungan publik dalam pengelolaan drainase ini. Tapi akan kamj
coba untuk dapat merealisasikannya kami harap masyarakat bisa
bersabar terhadap kondisi ini.
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PEDOMAN WAWANCARA
(Untuk kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan)

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBLIAKAN PENGELOLAAN
DRAINASE DI KABUPATEN BULUNGAN

1. Impiementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

a, Integritas Pemerintah Daerah Kahupaten Bulungan dalam
implementasi kebijakan pengelolaan drainase saat ini masih jauh dari
optimal hal imi bisa terlikat dari lambannya dalam mengatasi
permasalahan drainase yang ada sekarang ini. Menurut bapak
scjauhmana peran pemerintah selama ini dalam implementasi
kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan?

Sejauh yang saya lihat peran dari pemerintah belum optimal, Banyak
pelanggaran terkait penyalahgunaan drainase masih dibiarkan tanpa ada

sangst.

b. Menurat bapak upaya-upaya apa saja yang telah di lakukamn olch
pemerintah daerab dalam implementasi kebijakan pengelolaan
drainase di Kahupaten Bulungan sejauh ini?

" - Upaya yang kami lakukan hanya sebatas pembersihan sampah di sckitar
saluran drainase, seﬁerti rumput, sampah kering, daun, kayu/ranting, dan
memang hanya itu batas kewnjiban kami. Bisa dilihat dalam perda Nomor
8 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis
sampah rumah tangga, Di dalam perda tersebut dijelaskan bahwa
wewenang kami adalah menggangkut sampah dari TPS pada setiap
kawasan menuju ke TPA, dan terkait sampah rumah tangga menuju ke
TPS merupakan tanggung jawab warga maupun pengelola kawasan. Hal
ini berarti bahwa sebenamya terkait masalah pemeliharaan drainase juga
sebenarmnya merupakan tanggung jawab masyarakat selaku pemilik

kawasan.
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c. Berdasarkan kewenangan dalam pengelolaan drainase menurut

bapak siapakah yang paling bertanggung jawab terbadap kondisi
drainase yang ada sekarang ini?
Tentu saja Dinas PUPR lah yang lebih tepat melakukan pemeliharaan dan
nomnalisasi saluran drainase, karena Dinas PUPR merupakan dinas teknis
yang mumpuni untuk melakukan kegiatan tersebut. Bisa kita lihat dalam
tupoksi dari Dinas PUPR pada bidang Cipta karya sangat jelas bahwa
untuk kegiatan perencanaan, pembangunan maupun pemeliharaan saluran
drainase merupakan tupoksi dari salah satu seksi yaitu Seksi
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Keterpaduan
Program.

2. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Drainase di
Kabupaten Bulungan

a. Komnnikasi

1. Rapat koordinasi oleh semua unsur pelaksana terkait merupakan
media penyampaian informasi yang paling efektif untuk dapat
dilaksanakan. Kegiatan ini harus dilakukan secara intensif agar
terciptanya suatu komunikasi yang baik antar semua unsur terkait.
apakah permab dilakukannya komnnikasi berupa rapat koordinasi
dengan pibak — pihak terkait untuk membahas tentang permasalaban
drainase di Kabupaten Bulungan yang difasilitasi oleh pemerintah
daerah?

Belum pernah diundang rapat khusus membahas masalah pengelolan
drainase. :

b. Sumber Daya

1. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan drainase,
distribusi wewenang dapat diidentifikasi peneliti dari adanya
pembagian delegasi yang jelas kepada masing-masing instansi sesuai

tugas dan fungsinya. Apakab bapak bersedia menerima distribusi
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sebagian kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
untuk dapat bersama — sama dalam pengelolaan drainase di
Kabupaten Bulungan?

Kami bersedia saja jika kami diajak untuk turut berkonstribusi dalam
pengelolaan drainase, kami akan bantu semampu kami baik pemikiran
maupun tenaga akan fetapi jika pastinya akan dibutuhkan banyak personel
untuk membantu mengingat begitu luas wilayah yang pastinya akan
ditangani sehingga hal ini tentunya akan berimplikasi terhahap kebutuhan
anggaran yang tidak sedikit.
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PEDOMAN WAWANCARA
(Untuk Camat Tanjung Selor)

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
DRAINASE DI KABUPATEN BULUNGAN

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulungan

a. Integritas Pemerintah Daerab Kabupaten Bulungan dalam
implementasi kebijakan pengelolaan drainase saat ini masih jauh dari
optimal hal ini bisa terlihat dari lambannya dalam mengatasi
permasalahan drainase yang ada sekarang ini. Menurut bapak
sejauhmana peran pemerintah selama ini dalam implementasi
kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan?

Menurut saya kebijakan saja tidak cukup, perlu perencanaan yang matang

dari dinas terkait untuk penanganan drainase saat ini..

b. Menurut bapak upays-upaya apa saja yang telah di lakukan oleh
pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan
drainase di Kabupaten Bulungan sejaah ini?

Kami bersama warga permah beberapa kali meiakukan kerja bakti
membersihkan drainase secara bersama-sarna, akan tetapi itu semua
inisiatif dari warga sctempat karena dilingkungan mereka kondisi
drainasenya sudah sangat memprihatinkan, yaitu warga di jalan semangka.
Untuk sementara ini upaya kami hanya memberikan himbauan warga,
Tapi saya rasa akan sangat sulit jika hanya berupa himbauan saja, harus
ada peran daripada teman-teman yang berada pada SKPD terkait dalam
pelaksanaannya..

c. Berdasarkan kewenangan dalam pengelolaan drainase menurut
bapak siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi
drainase yang ada sekarang ini?

Kalau dari Instansi pemerintahnya jelas dinas teknisnya yaitu Dinas PUPR
yang bertanggung jawab akan tetapi masyarakat juga mempunyai
tanggung jawab terhadap saluran drainase ditingkungannya, jangan hanya
selalu mengharapkan pemerintah yang turun tangan, karena pembersihan

drainase seharusnya bisa dilakukan masyarakat secara swadaya dan hat ini
memang membutuhkan inisiatif dari warga itu sendiri.
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2. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Drainase di
Kabupaten Bulungan

a. Komunikasi

1. Penyaluran informasi kepada masyarakat dapat berupa
sosialisasi, apakah pernah dilakukannya sosialiasasi kepada
masyarakat terkait pengelolaan drainase yang difasilitasi oleh
pibak pemerintah daerah?

Belum pemah dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan drainase,
pernah kami lakukan tetapi hanya berupa himbauan saja itupun atas
perintah bapak PJ Bupati pada masa itu.

2. Rapat koordinasi oleh semua unsur pelaksana terkait merupakan
media penyampaian informasi yang paling efektif untuk dapat
dilaksanakan. Kegiatan ini harus dilakekan secara intensif agar
terciptanya suatu komunikasi yang baik antar semua unsur
terkait. apakah pernah dilakukannya komunikasi berupa rapat
koordiasasi dengan pihak - pihak terkait untuk memhahas
tentang permasalahan drainase di Kahupaten Bulungan yang
difasilitasi oleh pemerintah daerah?

Belum pemah dan pada saat kunjungan kelapangan saya juga tidak
dihubungi. .
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PEDOMAN WAWANCARA
(Yokoh Masyarakat)

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
DRAINASE DI KABUPATEN BULUNGAN

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase di Kabupaten Bulangan

a. Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam
implementasi kebijakan pengelolaan drainase saat ini masih jauh dari
optimal hal imi bisa terlibat dari lambannya dalam mengatasi
permasalahan drainase yamg ada sekaramg ini Menurut bapak
sejauhmana peran pemerintah selama ini dalam implementasi
kebijakan pengelolaan drainase di Kabupaten Bulungan?

Menurut saya apa yang pemerintah lakukan saat ini masih jauh dari yang
kami harapkan, genangan air dan saluran drainase terjadi dimana-mana
tanpa ada penindakan, banyak sampah pada dminase dan menimbulkan
bau, saya sudah lapor kemana-mana akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya
hanya wacana — wacana saja, perencanaan yang sudah dibuat tidak efektif,
dan diatas kertas saja tidak ada realisasinya dilapangan, sering turun
kelapangan tapi hanya melihat saja tanpa ada realisasinya”. (wawancara

tanggal.

" b. Menurut bapak lipaya-upaya_ apa saja yang telah di lakukan oleh

pemerintah daerab dalani implementasi kebijakan pengelolaan
drainase di Kabupaten Bulungan sejauh ini?
Saya pernah mengajak warga disini untuk kerja bakti membersihkan
drainase yang tersumbat, dengan mengajak ketua RT agar dapat memberi
info pada warganya untuk kerja bakti akan tetapi itu hanya dilakukan |
kali, karena yang ikut berpartisipasi pun tidak banyak, pihak dari para
ketua RT disini tidak kompak dan bisa dibilang warganya juga masa
bodoh terhadap kondisi yang ada.
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2. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Drainase di
Kabupaten Bulungan

a. Komunikasi

1. Penyaluran informasi kepada masyarakat dapat berupa
sosialisasi, apakah pernah dilakukannya sosialiasasi kepada
masyarakat terkait pengelolaan drainase yang difasilitasi oleh
pihak pemerintah daerah?

Belum pemah dilakukannya sosialiasi mengenai pengelolaan drainase
selama ini baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, provinsi

maupun pihak lain.

b. Dukungan Publik

1. Sejanh mana upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan
duknngan publik dalam pengelolaan drainase di Kabupaten
Bulungan ini ?

Apa yang dilakukan pemerintah apabila itu baik tentunya akan kami
dukung. Termasuk kebijakan tentang drainase ini, untuk itu perlu
sebenarnya mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan
pengeloiaan drainase di Kabupaten Bulungan ini. Mungkin adanya
himbauan berupa pembersihan drainase dengan kerja bakti setiap
bulannya karena saat ini sulit untuk dapat _meng'ajark masyarakat
meluangkan waktu kerja bakti,walapun ada yang datan’g' hanya
sedikit.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



	cvr
	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	123_Page_41
	123_Page_42
	123_Page_43
	123_Page_44
	123_Page_45
	123_Page_46
	123_Page_47
	123_Page_48
	123_Page_49
	123_Page_50
	123_Page_51
	123_Page_52
	123_Page_53
	123_Page_54
	123_Page_55
	123_Page_56
	123_Page_57
	123_Page_58
	123_Page_59
	123_Page_60
	456



